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Pengawasan pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Parepare Khususnya pada 
UPTD Terminal yang sifatnya internal dilakasanakan secara struktural atau 
berdasarkan hierarki struktur pada unit yang bersangkutan. Pengawasan dengan 
menggunakan laporan tertulis dan laporan lisan. Pada kegiatan operasional terminal 
induk, staf yang bertugas mengendalikan kegiatan terminal sehari-hari dilaksanakan 
pengawasan kepada mereka oleh atasan yang ada pada unit pelaksana teknis 
daerah Terminal Induk. Masih terdapat kekurangan dalm proses operasional sehari-
hari terminal, indikasi dari kekurangan itu adalah masih terdapat pelanggaran di 
lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh atasan masih kurang efektif 
kepada petugas lapangan.      
 
Tujuan penelitian “Analisis Pengawasan Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kota 
Parepare” ini adalah “mengetahui tingkat efektifitas pengawasan yang diterapkan 
Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare”. Dengan menggunakan metode kualitatif 
yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara kepada informan yang dianggap berperan dalam proses pengawasan 
pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan yang 
dilaksanakan pada Dinas Perhubungan UPTD Terminal Kota Parepare sudah 
menunjukkan indikasi efektif dari segi metode. Namun wilayah pengawasan pada 
UPTD Terminal masih banyak yang diabaikan sehingga sering terjadi penyimpangan 
pada wilayah-wilayah tersebut. Diantaranya adalah pada wilayah halaman parkir 
yang mencakup beberapa sarana prasarana yang tidak mendapatkan perhatian 
yang cukup dan menyebabkan rusaknya aset terminal. Selain itu, ada pihak lain 
yang melaksanakan pengendalian aktivitas transfer penumpang yang semestinya 
dilakukan oleh petugas terminal. Menara pengawas juga tidak pernah lagi 
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Supervision of employees at the Department of Transportation City Terminal UPTD 
Parepare Especially in implementation of the internal nature of structural or 
hierarchical structure based on the unit concerned. Supervision by using written 
reports and oral reports. At the operational activities of the master, officers in charge 
of controlling the activities of daily terminal surveillance carried to them by superiors 
who are on the technical implementation unit area Main Terminal. Still there is a lack 
preformance daily operational process terminal, an indication of the lack of it is still 
there were violations in the field. This suggests that the supervision by the employer 
is still less effective field officers. 
 
The purpose of research "Analysis of Control Staff In Parepare City Department of 
Transportation" is "knowing the level of effectiveness of supervision applied to the 
Office of the City Transportation Department Parepare". By using descriptive 
qualitative method by using the techniques of data collection through interviews to 
the informant is considered a role in the regulatory process at the Department of 
Transportation Office of the City Parepare. 
 
Based on the results of research can be concluded that the supervision is carried out 
at the Department of Transportation UPTD Parepare City Terminal is an indication of 
effective methods. But the surveillance area at Terminal UPTD still much to be 
ignored so often there are deviations in these areas. Among them is the parking lot 
area that includes several infrastructure facilities that are not getting enough 
attention and cause damage to the terminal assets. In addition, there are other 
parties who ran the passenger transfer activity that should be done by officers 
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A. Latar Belakang Masalah 
Reformasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Tidak 
hanya pada pemegang kekuasaan tetapi reformasi juga telah mengubah sistem 
pengawasan dan tata pemerintahan. Pengawasan digunakan sebagai salah satu 
alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam 
pencapaian tujuan suatu organisasi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 
oleh Robert Kreitner (1992) “control is the process of taking the necessary 
preventive or corrective actions to ensure that the organization’s mission and 
objectives are accomplished as effectively and efficiently as possible”, bahwa 
pengawasan dijadikan sebagai alat pemastian untuk tercapainya tujuan secara 
efektif dan efisien.  
Pengawasan tidak hanya berlaku pada skala manajemen kecil saja, 
melainkan organisasi setingkat negara juga membutuhkan pengawasan. 
Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara. 
Perkembangan kehidupan Pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan 
pembangunan dewasa ini, memerlukan pemantapan tugas dan fungsi 
Pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan merupakan suatu karya dari Pemerintah 
untuk diwujudkan dalam tujuan pembangunan nasional yang pada dasarnya adalah 
tugas dari seluruh Bangsa Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 
dan berhasilnya pembangunan nasional segala bidang, baik fisik material maupun 
  
mental spiritual sangat tergantung kepada partisipasi seluruh lapisan masyarakat 
dan terutama kepada sikap mental, semangat pengabdian, disiplin serta rasa 
tanggung jawab kepada sikap mental, semangat pengabdian, disiplin serta rasa 
tanggung jawab para penyelenggara negara. Hal itu berlaku sejak dari penentuan 
kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.  
Lebih lanjut Robert Kreitnerberpendapat bahwa pengawasan merupakan 
salah satu jaminan akan keberhasilan dan pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintah dan pembangunan. Di lain pihak kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan 
aparatur negara, yaitu pada fungsi dan peranan pegawai negeri yang pada 
hakekatnya berperan sebagai motivator guna mencapai efektivitas dalam 
penyelenggaraan negara. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam rangka 
peningkatan efektivitas aparatur pemerintah, dengan demikian perlu adanya 
peningkatan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam tubuh aparatur 
pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan 
menyeluruh untuk mencegah atau sekurang-kurangnya dapat memperkecil 
terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Dengan 
demikian secara bertahap akan dapat diupayakan terwujudnya efektivitas yang 
tinggi bagi setiap aparatur sebagai prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa.  
Salah satu hal yang sangat kontra produktif adalah kekakuan pengawasan 
dan pemeriksaan. Dampaknya ruang gerak inovasi dan kreatifitas cenderung akan 
tertutup, sehingga birokrat yang diberi tugas demikian hanya mengerjakan sesuatu 
  
yang telah dan atau sesuai arahan pada aturannya. Bagai robot, hanya akan jalan 
sesuai relnya tanpa kompromi dengan situasi dan kondisi setempat. Pada akhirnya 
nanti, bisa saja birokrasi menjadi tak berperi kemanusiaan, tetapi berperi kerobotan. 
Hal ini terjadi Karena semuanya harus sesuai aturannya, sedangkan situasi dan 
kondisi di daerah yang tidak sesuai dengan arahan aturan tersebut tidak boleh 
dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan justru menghambat dan tidak 
punya nilai tambah pada kinerja pemerintah. 
Hal lain adalah orientasi yang berlebihan pada upaya mencari dan 
mengungkap kesalahan dan kecurangan dan bukan pada upaya promotif (menjaga 
agar kecurangan dan kesalahan tidak terjadi). Orientasi seperti itu sangat 
berbahaya. Di satu sisi, orientasi seperti ini cenderung membuka peluang bagi 
pengawas/ pemeriksa untuk mengeksploitasi terperiksa. 
Dr. Imam Subaweh, SE, AK, MM mengatakan bahwa aturan cenderung 
dibuat tidak lengkap dan multi tafsir. Para pemeriksa / pengawas tidak pernah 
sinergis tetapi justeru saling berlomba untuk menjadi yang terbenar serta saling 
curiga dan menyalahkan pemeriksa / pengawas lainnya. Akibatnya, objek 
pemeriksaan / pengawasan yang sama dapat diperiksa berkali-kali oleh pemeriksa 
dan pengawas yang berbeda dengan kesimpulan yang berbeda pula. Bahkan, 
kesimpulan pemeriksa yang bernaung dalam satu lembaga terhadap objek 
pemeriksaan yang sama pun cenderung berbeda. 
Di daerah, para pejabat menjadi sangat takut sehingga saling lempar 
pekerjaan / penugasan. Bagi pejabat yang telah terlibat dalam pelaksanaan 
  
pekerjaan, dapat mengalami penurunan derajat kesehatan akibat kerisauan dan 
kekhawatiran atas potensi ekploitasi itu. 
Seluruh carut marut pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada akhirnya 
akan berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas / 
pemeriksa. Pada awalnya hanya perlawananlah yang akan muncul. Namun 
akumulasi perlawanan itu dapat bermuara pada kredibilitas institusi pengawas / 
pemeriksa. 
Secara ekonomis, Pemerintah bisa sangat sibuk menyelesaikan konflik-
konflik tentang kredibilitas sehingga tidak punya waktu lagi untuk bekerja serius 
mewujudkan alasan hidup masing-masing lembaga. Secara keseluruhan, semua 
menjadi rugi. 
Perlu dipikirkan agar pengawasan lebih bersifat promotif dan bukan “kuratif” 
Maksudnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedapat mungkin mencegah 
terjadinya kecurangan / kesalahan daripada mengurangi kecurangan dan kesalahan 
yang telah terjadi yang di sebabkan oleh biayanya, baik biaya untuk operasional 
pemeriksaan / pengawasan maupun biaya yang ditanggung terperiksa, baik biaya 
ekonomi maupun biaya sosial, menjadi ada dan mungkin dapat berakumulasi 
menjadi sangat besar. Reorientasi ini perlu karena akan mempengaruhi sikap dan 
motivasi serta perilaku dan tindak-tanduk para pihak yang terlibat di dalamnya, yang 
pada gilirannya menentukan arah dan kinerja pengawasan dan pemeriksaan. 
Rekomendasi seperti ini tidak dimaksudkan untuk tidak melakukan upaya 
penindakan. Upaya “kuratif” tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
standar; tetap menjadi bagian inheren dari sistem pengawasan. Upaya kuratif tetap 
  
dilakukan, tetapi bersifat pengecualian; kecuali telah ada kecurangan kesalahan 
secara meyakinkan yang dilakukan secara sengaja melawan ketentuan hukum. 
Patut dicatat bahwa peningkatan upaya pencegahan ini tidak dimaksudkan untuk 
memperkuat konspirasi antara pemeriksa / pengawas dengan terperiksa. Paling 
tidak, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti adalah: 
1. Penyusunan aturan dan ketentuan yang lengkap, tidak multi tafsir, sesuai 
dengan ketentuan tentang penyusunan aturan, serta sinergis dan konsisten 
dengan aturan lain. 
2. Penyusunan prosedur standar pengawasan / pemeriksaan. 
3. Pengembangan sistem pengendalian yang cukup pada tingkat SKPD. 
4. Memperkuat keterkaitan antara sistem penjenjangan dan pengembangan 
karir pejabat dan sistem penggajian dengan sistem pengawasan dan 
pemeriksaan. 
5. Mengembangkan sistem disinsentif, yang secara efektif dapat meningkatkan 
daya getar dan efek jera. 
6. Secara berkelanjutan melakukan peningkatan pemahaman, kesadaran dan 
kapasitas calon terperiksa terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. 
Peranan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan di Indonesia 
yang begitu besar telah menimbulkan banyak masalah dalam pengawasan itu 
sendiri. Masalah-masalah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan ini 
berakibat pada timbulnya berbagai macam hambatan yang nantinya jika tidak 
ditangani akan berubah menjadi “penyakit” bagi pemerintah dalam mengelola 
negara. 
  
Hambatan dalam pengawasan dimulai dari SDM, anggaran untuk melakukan 
pengawasan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan, 
metode kerja dalam pengawasan, persepsi negatif terhadap pengawasan, dan 
dominannya lembaga pengawas eksternal. Menurut Hidayat dkk. (2005) kendala 
dalam pengawasan terjadi ketika adanya pejabat yang salah menangkap makna dan 
esensi sesungguhnya terhadap tugas-tugas pengawasan dan adanya persepsi 
beberapa pihak bahwa pengawasan dimaksudkan hanya untuk mencari-cari 
kesalahan.  
Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare pada khususnya, terdapat 
beberapa jenis pelayanan yang diperuntukkan kepada publik yang merupakan alat 
control kepada pengguna jasa seperti pelayanan izin trayek, retribusi terminal, dan 
KEUR pada kendaraan umum yang biasanya ditemukan banyak masalah. Beberapa 
pemilik kendaraan tidak mendaftarkan kendaraannya atau tidak memperpanjang 
kewajiban mereka itu. 
Contoh seperti ini merupakan indikasi kurang efektifnya pengawasan yang 
ada pada instansi terkait yang dapat mengurangi tingkat akurasi data yang dihimpun 
oleh dinas yang bersangkutan yang kemudian berdampak pada proses dan hasil 
kebijakan selanjutnya. 
Yang menarik kemudian adalah pada pelayanan marka jalan atau rambu lalu 
lintas yang dipasang oleh Dinas Perhubungan ternyata tidak diawasi oleh dinas 
tersebut melainkan oleh instansi kepolisian daerah setempat. Pada kasus ini 
sebaiknya yang melakukan pengawasan adalah dinas perhubungan atau yang 
menyediakan marka jalan adalah instansi kepolisian. 
  
Kemudian fokus dari perhatian peneliti adalah fungsi terminal induk yang 
letaknya pada area yang sama dengan kantor Dinas Perhubungan ini ternyata tidak 
berjalan sebagaimana idealnya fungsi keberadaan terminal utamanya pada malam 
hari. Terminal yang semestinya sebagai tempat untuk transaksi aktivitas lalu lintas 
seperti persinggahan kendaraan angkutan, tempat pemungutan retribusi dan tempat 
penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna lalu lintas malah terlihat seperti 
tidak bekerja secara optimal. Hal ini senada dengan apa yang telah ditulis oleh 
Jurnal ANTARA Sulsel - Sejumlah sopir angkutan kota (Angkot) di Kota Parepare, 
mempertanyakan keberadaan terminal Induk Parepare yang tidak dimanfaatkan 
sehingga mengurangi pendapatan mereka, dimana menurut mereka bahwa banyak 
terminal bayangan yang menggantukan aktivitas transfer penumpang. Selanjutnya 
pada harian Parepos dengan headline “Terminal Tidak Berfungsi, Ratusan 
Penumpang Terlantar” mengungkapkan bahwa “Terminal Induk Lumpue Parepare 
tidak berfungsi dan menyebabkan penumpang terlantar di sisi jalan sepanjang Jalan 
Bau Massepe”. Dari pantauan Harian Parepos, yang terlihat adalah Terminal Induk 
Lumpue sepi dari aktifitas pelayanan jasa angkutan, hanya sesekali terlihat adanya 
mobil angkutan yang melintas di dalam terminal. Hal ini lagi-lagi mengindikasikan 
bahwa terminal bersangkutan tidak berfungsi optimal.   
 Dalam harian Parepos “Terminal Tidak Berfungsi, Ratusan Penumpang 
terlantar” mengemukakan bahwa indikasi dari penyimpangan di Terminal Induk 
Lumpue juga terlihat dari tindakan supir angkutan yang membayar retribusi di pos 
Tempat Pemungutan Retribusi tanpa masuk ke dalam terminal sesuai dengan 
pengaturan terminal.Hal ini pastinya terjadi karena adanya pembiaran dari petugas 
  
jaga. Kegiatan tersebut melanggar aturan, merugikan banyak pihak dan berbahaya 
mengingat lokasi terminal yang merupakan jalan provinsi dan menyebabkan 
kesemrautan lalu lintas di depan pos TPR.  
Kondisi diatas adalah realitas yang menegaskan bahwa fungsi pengawasan 
dan kesadaran pegawai harus segera dibenahi agar alur kerja dan tujuan organisasi 
dapat dijalankan dan dicapai secara efektif lagi efisien. Pihak-pihak yang 
berkewajiban harus segera bertindak dan meminimalisir penyimpangan ini dengan 
mengoptimalkan peran pengawasan utamanya secara internal.    
Salah satu fungsi terminal induk Parepare adalah menaikkan dan 
menurunkan penumpang. Hal ini sesuai dengan pengumuman Walikota Parepare 
dengan nomor : 550 / 354 / IX / Dishub tentang larangan menaikkan dan 
menurunkan penumpang di luar terminal angkutan penumpang. Hal ini dimaksudkan 
agar tercipta ketertiban berlalu lintas dalam kota. Namun larangan tersebut di atas 
diabaikan oleh kendaraan angkutan yang beroperasi diwilayah Parepare dan 
terkesan terjadi pembiaran oleh aparat berwenang walaupun dengan ancaman 
sanksi pidana.     
Kondisi inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian 
dengan judul : “Analisis Pengawasan Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kota 
Parepare”.      
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka secara khusus ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
  
berikut: “Bagaimana Pengawasan Pegawai yang Diterapkan oleh Kantor Dinas 
Perhubungan Kota Parepare”. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah “menggambarkan tingkat efektifitas 
pengawasan yang diterapkan Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare”. 
 
B. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk digunakan sebagai berikut: 
1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya 
ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 
pengembangan ilmu administrasi negara khususnya pada bidang kebijakan 
publik dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti 
maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. 
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi, 
masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam 









A. New Public Management 
 New Public Management (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen 
sektor publik. Ia biasanya dilawankan dengan Old Publik Managemen (OPM). 
Konsep NPM muncul tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan reformasi 
sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan pada kontrol / 
pengawasan atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, 
pengenalan pada pasar dan kuasi-mekanisme pasar, serta layanan yang 
berorientasi customer (warganegara). 
NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-
perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean 
management. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin 
atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan 
manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan pendekatan 
persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta penciptaan persaingan pada 
penyediaan layanan pemerintah kepada rakyat. 
Pendekatan NPM atas manajemen publik bangkit selaku kritik atas birokrasi. 
Selama ini, birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. 
Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki 
jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Juga, 
birokrasi dituduh telah menjauhkan diri dari harapan publik. 
  
Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah, pengadopsian keunggulan 
teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik 
dan pengadministrasiannya. Sementara pemerintah distereotipkan kaku, birokratis, 
mahan, dan inefisien, sektor swasta ternyata jauh lebih berkembang karena terbiasa 
berkompetisi dan menemukan peluang-peluang baru. Sebab itu, sektor swasta 
banyak melakukan inovasi-inovasi baru dalam prinsip-prinsip kemanajemenannya. 
Dalam NPM, pemerintah dipaksa untuk mengadopsi, baik teknik-teknik 
administrasi bisnis juga nilai-nilai bisnis. Ini meliputi nilai-nilai seperti kompetisi, 
pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990-an, 
reformasi-reformasi di sektor publik menghendaki keunggulan-keunggulan yang ada 
di sektor swasta diadopsi dalam prinsip-prinsip manajemen sektor publik. 
 NPM diyakini punya peran efektif bagi reformasi sektor publik. Ini terlihat dari 
peningkatan jumlah Negara yang mengintroduksikan prinsip-prinsip NPM di dalam 
pemerintahan mereka. IMF dan World Bank adalah beberapa badan keuangan 
dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma NPM ini. Tidak hanya itu, 
NPM juga popular di Negara-negara seperti India, Jamaika, dan Thailand. 
 NPM adalah konsep “payung”, yang menaungi serangkaian makna seperti 
desain organisasi dan manajemen, penerapan kelembagaan ekonomi atas 
manajemen publik, serta pola-pola pilihan kebijakan. Telah muncul sejumlah debat 
seputar makna asli dari NPM ini. Namun, di antara sejumlah perdebatan itu muncul 
beberapa kesamaan yang dapat disebut sebagai prinsip dari NPM, yang meliputi :  
a. Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional dalam 
mengendalikan organisasi 
  
b. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk 
klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya. 
c. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-
prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikator indikator 
performa kuantitatif 
d. Peralihan dari system manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-
unit sektor publik  
e. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti 
penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan 
sejenisnya 
f. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta 
seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan 
pernyataan misi 
g. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak 
dengan sumber daya yang sedikit. 
 
Penekanan pertama, yaitu keahlian manajemen professional, mensugestikan 
top-manager (presiden, menteri, dirjen) harus mengendalikan organisasi-organisasi 
publik secara aktif dengan cara yang lebih bebas dan fleksibel. Top-top manager ini 
tidak lagi berlindung atas nama jabatan, tetapi lebih melihat organisasi yang 
dipimpinnya sebagai harus bergerak secara leluasa bergantung pada 
perkembangan sektor publik itu sendiri. Sebab itu, para top manager harus punya 
  
skill manajerial professional dan diberi keleluasaan dalan memanage organisasinya 
sendiri, termasuk merekrut dan member kompensasi pada para bawahannya. 
Lalu, penekanan pada aspek orientasi output menghendaki para staf bekerja 
sesuai target yang ditetapkan. Ini berbalik dengan OPM yang berorientasi pada 
proses yang bercorak rule-governed. Alokasi sumber daya dan reward atas 
karyawan diukur lewat performa kerja mereka. Juga, terjadi evaluasi atas program 
serta kebijakan dalam NPM ini. 
Sebelum berlakunya NPM, output kebijakan memang telah menjadi titik 
perhatian dari pemerintah. Namun, perhatian atas output ini tidaklah sebesar 
perhatian atas unsur input dan proses. Ini akibat sulitnya pengukuran keberhasilan 
suatu output yang juga ditandai lemahnya kontrol demokratis atas output ini. NPM 
justru menitikberatkan aspek output dan sebab itu menghendaki pernyataan yang 
jernih akan tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. 
 
B. Pengawasan 
 Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi 
manajemen. Walaupun pengawasan merupakan bagian terakhir dalam urutan 
manajemen organisasi, namun keberadaan dalam urutan tersebut tidak mengurangi  
fungsi vitalnya dalam manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat 
ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam 
pencapaian tujuan suatu organisasi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 
oleh Robert Kreitner (1992) “control is the process of taking the necessary 
preventive or corrective actions to ensure that the organization’s mission and 
  
objectives are accomplished as effectively and efficiently as possible”, bahwa 
pengawasan dijadikan sebagai alat pemastian untuk tercapainya tujuan secara 
efektif dan efisien. 
 
C. Konsep Pengawasan Schermerhon 
Menurut Schermerhon (2001), berpendapat tentang pengawasan bahwa 
Pengawasan merupakan proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan 
untuk menjamin hasil yang diinginkan yang merupakan peran penting dan positif 
dalam proses manajemen untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana 
mestinya dan sesuai waktunya. 
Pengawasan yang efektif akan memperlihatkan kemampuan untuk memilih 
sasaran yang tepat. Dengan demikian, pengawasan yang efektif berarti pengawasan 
yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem 
yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. 
 Pengawasan sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem-sistem yang lain 
memiliki karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting karakteristik tersebut 
berlaku relatif, artinya pada kondisi yang berbeda, karakteristik itu pun berbeda pula. 
Pada kondisi yang sama, karakteristik tersebut berlaku sama. Secara umum 
pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut : 
 
1) Akurat (Accurate) 
Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu 
sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan 
  
yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau 
menciptakan permasalahan baru. 
Tingkat akurasi yang baik dari sebuah pelaksanaan pengawasan 
akan menghasilkan suatu data atau informasi yang tepat yang dapat diolah 
menjadi suatu bahan rujukan dalam pengambilan keputusan atau untuk 
mengambil tindakan yang sifatnya korektif apabila terjadi kesalahan atau 
penyimpangan serta menghindarkan organisasi dari permasalahan yang 
berlarut-larut bahkan terciptanya persoalan baru yang dapat mempersulit 
kegiatan organisasi. 
2) Tepat Waktu (Timely) 
Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan 
diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. 
Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang ada dilapangan, 
ketika kesalahan terlanjur terjadi maka informasi dari hasil pengawasan 
tersebut harus segera didistribusikan kepada mereka yang berwenang untuk 
mengolah atau mengevaluasinya agar dihasilkan solusi yang tepat untuk 
mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Keterlambatan distribusi 
mengenai informasi penyimpangan atau pun kesalahan-kesalahan tersebut 
dapat menyebabkan berlarut-larutnya tindak penyimpangan dan yang pasti 
akan merugikan organisasi dari berbagai aspek misalnya kerugian finansial 
dan lain sebagainya. 
3) Objektif dan Komperhensif (Objective and Comprehensible) 
  
Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahamai 
dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif 
sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan 
sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula 
sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias 
yang tidak perlu dan kebingungan atau frustasi diantara para aparat. 
Tindakan-tindakan yang korektif sebelumnya harus dikuasai oleh mereka 
yang bertugas untuk mengawasi dan mendistribusikan informasi 
pengawasan tersebut. 
4) Dipusatkan pada Tempat Pengendalian Strtegis (Focused on Strategic 
control Points) 
Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang 
yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, 
atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem 
pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan 
perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin. 
5) Secara Ekonomi realistik (Economically Realistic) 
Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum 
mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha 
untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara 
mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan. 
6) Secara Organisasi realistik (Organizationally Realistic) 
  
Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas 
organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat 
kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. 
Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistik. Perbedaan status 
diantara individu harus dihargai juga. 
7) Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (Coordinated with the 
Organization’s Work Flow) 
Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus 
pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah 
dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus  sampai pada semua 
orang yang perlu untuk menerimanya. 
8) Fleksibel (Flexible) 
Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel 
yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak 
untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang 
baru. 
9) Preskriptif dan Operasional (Prescriptive and Operational) 
Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan 
apa saja yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. 
Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi 
itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan 
perbaikan. 
  
10) Diterima Para Anggota Organisasi (Accepted by Organization Members) 
Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota 
organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti 
dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas 
individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. 
 Selain kesepuluh karakteristik pengawasan yang efektif seperti 
dideskripsikan di atas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus 
diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan hasil dari 
pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem pengawasan harus konsisten 
dengan kultur organisasi yang bersangkutan. Karena apabila hal ini terjadi 
sebaliknya, sistem pengawasan tidak akan efektif sebagaimana diharapkan. 
 Sistem pengawasan yang benar dan efektif akan memberikan dampak positif 
pada kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan adanya peran yang strategis dari 
pengawasan itu sendiri yang telah diikat oleh instrument-instrumen di atas. Adapun 
peran strategis dari pengawasan adalah sebagi berikut : 
a. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai mandat, visi, misi, 
tujuan serta target – target organisasi 
b. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan 
parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra instansi. 
c. Dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar : 
  
1) Dari sisi akuntabilitas, sistim pengawasan akan memastikan bahwa 
dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan 
hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. 
2) Dari sisi proses belajar, sistim pengawasan akan memberikan 
informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang 
dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang 
bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.  
 
D. Definisi Pengawasan 
Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh Dale 
(dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: “the modern concept of control 
provides a historical record of what has happened and provides date the enable the 
executive to take corrective steps”. Artinya "konsep pengawasan modern adalah 
dengan memberikan catatan mengenai rentetan kejadian tentang apa yang telah 
terjadi dan menyediakan waktu yang  memungkinkan bagi eksekutif untuk 
mengambil langkah - langkah perbaikan". 
Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan 
seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti 
memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan 
apa yang direncanakan. 
Selanjutnya Mockler (dalam Winardi, 2000:226) menyatakan bahwa: “there’s 
many a slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get 
reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do 
  
something about it if the two aren’t the same”. Artinya “proses identifikasi kesalahan 
antara perencanaan tugas yang sedang dilakukan dan hasil yang dicapai 
dilaporankan, membandingkannya dengan apa yang harus dilakukan dan 
melakukan sesuatu tentang hal itu jika keduanya tidak sama”. 
Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada hal-hal sebagai 
berikut : 
1. harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin 
dicapai, 
2. adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,  
3. adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan 
standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan  
4. melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.  
Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada 
kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma 
dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun 
perbaikan-perbaikan. 
Sementara Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan 
bahwa : Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang 
merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa 
tujuan dan sasaran serta tugas -tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan 
baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen 
sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. 
  
Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya 
penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas - tugas organisasi. 
Hal senada dikemukakan oleh Manullang (1977:136) bahwa: “Pengawasan 
adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 
menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
 
E. Tujuan Pengawasan  
Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk 
mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena 
pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak 
yang melaksanakan.  
Menurut Ranupandojo (1990 : 109) tujuan pengawasan adalah 
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.  
Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) 
mengemukakan: 
1. Mensuplai pegawai- pegawai manajemen dengan informas- informasi yang 
tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. 
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan 
yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil 
  
langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi 
gangguan-gangguan yang terjadi. 
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat 
membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang 
maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang 
diharapkan. 
Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan 
adalah : 
1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh 
suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna 
serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali 
dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat 
dan bertanggung jawab. 
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, 
tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. 
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, 
tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan 
rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela 
terhadap masyarakat dan ajaran agama. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada 
pokoknya tujuan pengawasan adalah: 
1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-
instruksi yang telah dibuat. 
  
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan 
atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja. 
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, 
atau dengan kata lain disebut tindakan korektif. 
Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang 
direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan 
utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk 
memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. 
(Manullang, 2004 : 173).  
Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan secara umum adalah 
menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha 
agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.  
 
F. Pengawasan Internal 
Pengawasan internal di lingkungan sektor publik, mempunyai sifat yang 
khusus. Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika 
dibandingkan dengan sektor private. 
Ketaatan dalam pelaksana anggaran menjadi ciri utama dalam pengelolaan 
kegiatan sektor publik. Demikian pula dengan pembagian kekuasaan, Otonomi 
  
daerah sudah digulirkan dalam pengelolaan instansi pemerintah. Dengan demikian 
evaluasi kinerja pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan terpisah. 
Pengelolaan asset publik juga tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip 
ekonomi yang dianut sektor private, karena salah satu tugas pemerintah adalah 
menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor private. 
Pada umumnya pengawasan Internal di dalam sektor publik dilaksanakan 
oleh dua pihak, yaitu: 
1.      Atasan Langsung 
Kegiatan pengawasan oleh atasan langsung ini biasa disebut juga dengan supervisi 
atau pengawasan melekat. Dalam supervisi dapat terjadi tindakan langsung oleh 
atasan terhadap bawahan. Fungsi ini melekat pada semua pimpinan di setiap tingkat 
manajemen. Kegiatan tersebut menetapkan 6 (enam) sarana pelaksanaan 
pengawasan, yaitu penciptaan struktur organisasi, penyusunan kebijaksanaan 
pelaksanaan, penyusunan rencana kerja, penyelenggaraan pencatatan dan 
pelaporan, pembinaan personil, prosedur kerja. 
Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh 
pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin 
tercapainya tujuan organisasi.  
Kata Kuncinya adalah: 
1. Pengawasan intern merupakan sebuah proses, yang menjadi  suatu media 
menuju akhir, bukan berarti akhir itu sendiri. 
  
2. Pengawasan intern dipengaruhi oleh personil.  Hal tersebut bukanlah hanya 
suatu kebijakan yang berbentuk manual dan format tertulis, tetapi merupakan 
sekelompok individu pada tiap tingkat organisasi.  
3. Pengawasan internal dapat diharapkan untuk memberikan kepastian yang 
sesuai, bukan kepastian yang absolut kepada keseluruhan tingkat 
manajemen. 
4. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya sasaran 
yang terpisah-pisah tetapi juga untuk keseluruhan tujuan organisasi. 
 
Pengawasan intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai 
prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. 
Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga 
dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, 
terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat 
pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai  tujuannya, dan 
terhindar dari hal yang merugikan. 
 
G. Prinsip – Prinsip Pengawasan 
Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka subjek dari 
pengawasan yang melaksanakan fungsi ini harus mengetahui dan menerapkan 
prinsip-prinsip pengawasan.  
  
Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif perlu adanya 
system pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan 
yaitu : 
1. Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya pengawasan harus 
menentukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam 
organisasi. 
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah 
timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula. 
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang. 
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak 
boleh dipandang sebagi tujuan. Karena pengawasan hanya sekedar alat 
administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya 
tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa 
yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang 
tidak benar. 
5. Pengawasan bersifat harus membimbing agar supaya para pelaksana 
meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah di 
tetapkan. 
George R. Terry dalam Winardi (1986 : 396) mengemukakan bahwa prinsip 
pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan 
yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut 
berlangsung sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Ulbert Silalahi (1992 : 
178) prinsip-prinsip pengawasan adalah :  
  
1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan 
pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.  
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang 
pelaksanaan pekerjaan secara objektif.  
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga 
mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.  
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk 
mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. 
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus 
menciptakan efisiensi (hasil guna).  
6. Pengawasan harus fleksibel.  
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah 
ditetapkan (Plan and Objective Oriented).  
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau 
kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception.  
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan 
perbaikan (Corrective Action).  
 
 H. Bentuk-bentuk Pengawasan  
 Shcermerhorn (2001) berpendapat bahwa bentuk – bentuk pengawasan 
adalah : 
1. Pengawasan Feed Forward (Umpan di depan) 
 Dilakukan sebelum aktivitas dimulai 
  
 Dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, tersedianhya arahan 
yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. 
 Memfokuskan pada kualitas sumber daya. 
2. Pengawasan Concurrent ( bersamaan) 
 Memfokuskan terhadap apa yang terjadi selama proses berjalan. 
 Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin agar 
segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana. 
 Dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan. 
3. Pengawasan Feedback (Umpan Balik) 
 Terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan. 
 Memfokuskan kepada kualitas dari hasil. 
 Menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di 
masa depan. 
4. Pengawasan Internal dan Eksternal 
 Pengawasan internal : memberikan kesempatan untuk memperbaiki 
sendiri. 
 Pengawasan eksternal : terjadi melalui supervisi dan penggunaan 
sistem administrasi formal. 
 
Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu 
yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Adapun langkah-
langkah pokok ini meliputi : 
  
a. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar) terlebih dahulu harus 
ditetapkan. Ini tidak lain suatu model atau suatu ketentuan yang telah 
diterima bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. 
Standar berguna antara lain sebagai alat pembanding didalam pengawasan, 
alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau 
sesuatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian 
yang lebih cepat antara pengawasan dengan yang diawasi, sebagai cara 
untuk memperbaiki uniformitas. 
b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau senyatanya 
dikerjakan. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain : laporan (lisan 
atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau 
grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan/konferensi 
dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh 
tenaga staf atas badan tertentu. 
c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman 
baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan 
yang terjadi. Ini dilakukan untuk pembandingan antara hasil pengukuran tadi 
dengan standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya 
terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan 
itu,kemudian untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. 
d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus 
  
diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar 
mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan 
bersamaan.  
 
Dari pembahasan 4 proses pengawasan diatas, maka yang menjadi indikator 
pengukuran pengawasan yaitu standard, tingkat pengawasan, tingkat penyimpangan 
dan perbaikan kesalahan. 
Maman Ukas (2004:343) yang menyebutkan ada tiga fase pengawasan, 
yaitu :  
1. pengawasan awal 
2. pengawasan tengah berjalan 
3. pengawasan akhir.  
Lebih lanjut Maman Ukas memperjelas bahwa maksud dari pada 
pengawasan awal yang mendahului  tindakan adalah tiada lain untuk mencegah 
serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan 
sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu 
aktivitas. Sedangkan pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau 
kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan 
hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari 
penyimpangan-penyimpangan.  
Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahan pun dapat 
melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-
tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Sebenarnya 
  
pengawasan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada 
pengawasan awal dan tengah. 
 
 
Maman Ukas (2004:343) 
Gambar 1. Lingkup Waktu Pengawasan 
 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
pengawasan terhadap suatu aktivitas kerja dapat dilakukan sebelumnya, sedang 
berjalan dan sesudah proses kegiatan berakhir. Dengan demikian, maka sistem 
pengawasan harus dirancang sesuai dengan kegiatan-kegiatan tepat pada 
waktunya. 
 
H. Macam Teknik Pengawasan 
Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Hutauruk, 1986:298-331) 
tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah 
tindakan / sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan 
dilakukannya pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung 
  
(indirect control). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang 
dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. 
Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan 
pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu 
dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan  mengecek sendiri semua 
kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-
penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. 
Menurut Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila 
tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah. 
Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan 
yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. 
Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi 
serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki 
penyimpangan. Menurut Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin 
dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. 
Dari pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir (1994:27) 
mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu : 
1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung  
1. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara 
pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 
memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat 
pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari 
pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 
  
2. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-
laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, 
mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa 
pengawasan “on the spot”. 
2. Pengawasan preventif dan represif  
1. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan 
dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 
persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana 
penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. 
2. Pengawasan represif, dilakukan melalui post/audit, dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta 
laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern  
1. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus 
dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam 
organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan 
mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 
2. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan 
dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang 
meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal 
  
Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi 
pemerintah lain. 
 
Sementara Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai 
berikut : 
1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan 
preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh 
dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:  
1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar 
yang telah ditentukan. 
2. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan 
secara efisien dan efektif. 
3. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai. 
4. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi 
sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. 
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan 
membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. 
Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan 
dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan 
dalam bentuk:  
  
1. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan 
cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungan 
jawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan. 
2. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di 
tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang 
dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya 
tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang 
sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu 
teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada 
tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak 
berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan 
masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi. 
 
I. Proses Pengawasan 
Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap 
setiap pegawai yang berada dalam organisasi adalah merupakan wujud dari 
pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan. 
Oleh karena itu, sebagai suatu fungsi maka proses pelaksanaan pengawasan oleh 
pimpinan dilakukan melalui beberapa tahap, seperti yang diungkapkan Tanri Abeng 
(dikutip Harahap, 2000:11) bahwa: 
  
Manajemen kontrol adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang 
pimpinan untuk meneliti dan mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung maupun 
yang telah selesai. Fungsi ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: 
establishing performance standard, measuring performance, evaluating 
performance, and correcting performance. 
Terry (dalam Winardi, 1986:397) bahwa: Pengawasan terdiri daripada suatu 
proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal 
yakni:  
1. Mengukur hasil pekerjaan 
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan 
perbedaan (apabila ada perbedaan) 
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan 
perbaikan. 
Maman Ukas (2004:338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-
tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu: 
1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar 
ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, 
tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti 
yang diharapkan. 
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus 
dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. 
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam 
suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal 
  
ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang 
diinginkan. 
Ketiga langkah proses pengawasan oleh Maman Ukas diragakan dalam 
gambar berikut:  
 
Sumber : Maman Ukas (2004:338) 
Gambar 2. Proses Pengawasan 
 
Menurut Certo dan Certo (2006:485), setelah pemimpin mengenali dengan 
baik masalah dan gejala-gejalanya, tindakan korektif dapat dilakukan dengan 
memusatkan pada tiga fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, dan 
influencing. Tindakan korektifnya menurut Certo & Certo dapat meliputi seperti:  
  
1. memodifikasi rencana lama dengan rencana baru yang lebih tepat 
2. membuat suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan rencana dan 
kondisi objektif 
3. merestrukturisasi suatu program yang dapat merangsang pegawai untuk 
meningkatkan kinerjanya dan memastikan pegawai yang memiliki kinerja 
tinggi diberikan penghargaan yang lebih dibandingkan pegawai yang memiliki 
kinerja rendah.  
Sementara itu, William H. Newman (dalam Handoko, 1995:367) 
mengemukakan lima langkah dasar yang dapat diterapkan untuk memahami 
pengawasan sebagai suatu proses atau mekanisme kontrol dari suatu kegiatan, 
yaitu: 
1. Merumuskan hasil yang diinginkan 
2. Menetapkan petunjuk/prediktor hasil 
3. Menetapkan standar petunjuk dan hasil 
4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik,  
5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa 
proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, 
oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan 
sebagai salah satu fungsi manajemen. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh The Liang Gie (1972:90) bahwa: Controlling / pengontrolan 
adalah aktivitas dalam manajemen berupa pekerjaan memeriksa, mencocokkan dan 
  
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta 
hasil yang dikehendaki. Pengontrolan ini merupakan salah satu fungsi manajer, di 
samping fungsi-fungsi lainnya: perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, 
pengkoordinasian dan penyempurnaan. 
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan 
implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik 
jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai 
dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian 
peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu 
rencana.  
Mengenai pentingnya pelaksanaan pengawasan untuk mensukseskan 
rencana, Winardi (2000:172) mengungkapkan bahwa: “pengawasan berarti 
membuat sesuatu terjadi, sesuai dengan apa yang menurut rencana akan terjadi. 
Perencanaan dan pengawasan boleh dikatakan tidak dapat kita pisahkan satu sama 
lain, dan mereka ibarat: kembar siam dalam bidang manajemen”. Demikian halnya 
Tjokroamidjojo (1984:195) yang mengemukakan bahwa ”Salah satu aspek yang 
penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang 
menyeluruh adalah pengawasan”. Pengawasan ini seperti telah dikemukakan 
terdahulu dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau persoalan-
persoalan dapat diketahui sampai berapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut 
dibanding dengan perkiraan semula. Lebih penting daripada itu ialah mengetahui 
apa sebabnya. Kemudian perlu diambil langkah-langkah kebijakan korektif. 
  
Arti dari pendapat Tjokroamidjojo di atas adalah bagaimanapun matangnya 
perencanaan tanpa dibarengi dengan pelaksanaan pengawasan yang baik maka 
akan sukar menentukan dengan jelas seberapa besar penyimpangan ataupun 
permasalahan yang ada, serta seberapa besar pekerjaan yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti halnya menurut Siagian 
(1989:135) bahwa, “pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Handayaningrat (1995:21) 
bahwa: “pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan 
sedapat mungkin sesuai dengan rencana”. 
Sedangkan Syafie, dkk (1999:82-83) menyebutkan mengenai betapa 
pentingnya pengawasan bagi pelaksanaan manajemen dan pekerjaan, dengan 
mengungkapkan bahwa: Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen 
untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan. standar yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat 
diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, 
pemborosan, kemubaziran, penyelewengan. dan lain-lain kendala di masa yang 
akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa 
yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 
Karena diperlukan. kriteria, norma, standar dan ukuran. 
Berdasarkan pendapat tentang pengawasan dari para ahli sebagai mana 
diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan seorang 
  
pimpinan organisasi adalah untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, 
rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas 
organisasi, dengan demikian pimpinan organisasi dapat mengambil sikap apabila 
ditemukan suatu penyimpangan. Hasil dari pelaksanaan pengawasan dapat 
dijadikan sebagai masukan bagi pimpinan organisasi untuk melakukan suatu 
tindakan, seperti yang disampaikan oleh Lembaga Administrasi Negara (1996:159) 
bahwa: 
Hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam 
pengambilan keputusan, untuk: 
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 
pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban. 
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 
pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut. 
3. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk 










Peran Strategis Pengawasan : 
• Tercapai tujuan, target, visi 
& misi organisasi 
• Peningkatan Kinerja 
• Akuntabilitas & Proses 
Belajar 


















Gambar 3. Kerangka Pemikiran 
Pengawasan 
Internal 
 Pengawasan yang Efektif : 
1) Akurat  
2) Tepat Waktu  
3) Objektif dan Komperhensif  
4) Dipusatkan pada Tempat Pengendalian Strtegis  
5) Secara Ekonomi realistik  
6) Secara Organisasi realistik  
7) Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi 
8) Fleksibel  
9) Preskriptif dan Operasional 





A. Pendekatan Penelitian 
Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat 
Deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 
atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan 
memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang 
diteliti. Sugiono (2003:11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori 
diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan 
informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna 
dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah. 
Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan interaksi 
simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki 
pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka. Pengertian 
yang diberikan orang pada pengalaman dan proses penafsirannya bersifat esensial 
serta menentukan. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan 
dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan 
dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada 




B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare. 
Mengingat bahwa dinas ini menyelenggarakan pelayanan yang beraneka jenis dan 
dengan tingkat pelayanan yang datar ditengah tuntutan publik akan kinerja 
pemerintah yang semakin meningkat. Utamanya pada proses pemanfaatan terminal 
sebagai fasilitas publik. Adanya kesenjangan antara sebuah ekspektasi dan 
kenyataan tersebut menjadi menarik bagi peneliti dengan mengedepankan fungsi 
pengawasan.   
C. Tipe dan Dasar Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus. 
Studi kasus digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa 
yang relevan tak dapat dimanipulasi. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi kasus deskriptif yaitu studi kasus tunggal yang hanya mencakup 
sebuah lingkungan sosial (Cornerville) dan satu periode waktu. Sedangkan dasar 
penelitian adalah mengecek kembali dengan wawancara kepada 
narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
 
 
D. Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi dimana berfokus pada  
para pegawai yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare. Yaitu Kepala 
Kantor sampai kepada masing-masing kepala bidang, sub-seksi, kepala UPTD yang 
  
ada di kantor tersebut yang bertugas dalam hal pengawasan yang sifatnya internal . 
Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif dimana Pada 
proses pengawasan Pimpinan merupakan aktor yang mengorganisir jalannya suatu 
pengawasan serta kepala bidang yang juga mempunya tanggung jawab sama.  
 
E. Informan 
Penelitian mengenai Analisis Pengawasan pada Kantor Dinas Perhubungan 
Kota Parepare ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang 
berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi 
yang lebih akurat. 
Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
 Kepala Kantor Dinas 
 Kepala UPTD 
 Kasubag 
 Pegawai Dinas Perhubungan 
 Supir Angkutan Kota 
 Pengguna jasa Terminal 
 
 
F.   Jenis dan Sumber Data 
      1. Data primer  
Data primer yaitu yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu 
pada para pegawai mulai dari pimpinan teratas sampai kepada pegawai pada unit 
  
terkecil serta tenga honorer dan sukarela pada kantor Dinas Perhubungan yang 
bersangkutan dengan cara pengamatan atau observasi dan wawancara pada 
informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan proses pengawasan 
tugas dan fungsi terminal Induk Kota Parepare. 
 
            2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk 
mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada 
serta  tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, literatur-literatur, arsip-arsip 
resmi yang dapt mendukung kelengkapan data primer yang senantiasa berkaitan 
dengan masalah manajemen perubahan organisasi. 
 
 G. Operasional Konsep 
Pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan 
untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan yang diinginkan 
serta menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 
standar yang ditetapkan (on the right track). 
 
Karakteristik Pengawasan yang efektif : 
1) Akurat (Accurate) 
Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu 
sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan 
  
yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau 
menciptakan permasalahan baru. 
2) Tepat Waktu (Timely) 
Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan 
diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. 
3) Objektif dan Komperhensif (Objective and Comprehensible) 
Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahamai 
dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif 
sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan 
sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula 
sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias 
yang tidak perlu dan kebingungan atau frustasi diantara para aparat. 
4) Dipusatkan pada Tempat Pengendalian Strtegis (Focused on Strategic 
control Points) 
Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang 
yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, 
atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem 
pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan 
perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin. 
5) Secara Ekonomi realistik (Economically Realistic) 
Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum 
mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha 
untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara 
  
mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan. 
6) Secara Organisasi realistik (Organizationally Realistic) 
Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas 
organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat 
kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. 
Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistik. Perbedaan status 
diantara individu harus dihargai juga. 
7) Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (Coordinated with the 
Organization’s Work Flow) 
Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus 
pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah 
dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus  sampai pada semua 
orang yang perlu untuk menerimanya. 
8) Fleksibel (Flexible) 
Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel 
yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak 
untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang 
baru. 
9) Preskriptif dan Operasional (Prescriptive and Operational) 
Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan 
apa saja yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. 
  
Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi 
itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan 
perbaikan. 
10) Diterima Para Anggota Organisasi (Accepted by Organization Members) 
Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota 
organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti 
dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas 
individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. 
 Selain kesepuluh karakteristik pengawasan yang efektif seperti 
dideskripsikan di atas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus 
diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan hasil dari 
pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem pengawasan harus konsisten 
dengan kultur organisasi yang bersangkutan. Karena apabila hal ini terjadi 
sebaliknya, sistem pengawasan tidak akan efektif sebagaimana diharapkan.   
 
H. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara mendalam (indepth interview) 
Menurut Miles dan Huberman, wawancara (interview) adalah kegiatan 
yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam 
mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan 
berkali-kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang 
kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan 
agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, 
  
makna, dan pemahamannya yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik 
survey. 
2. Observasi 
Observasi yakni metode ini menitik beratkan pada pengamatan 
langsung ke lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti 
mengenai penerapan manejemen perubahan terkhusus pada pengawasan 
pegawai terhadap fungsi terminal Induk Kota Parepare.  
3. Studi Dokumen (Dokumentasi) 
Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, 
dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa  literatur, laporan tahunan, 
majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan 
Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, 
dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh 
data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan 
dilakukan. 
 
I. Teknik Analisis Data 
 Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara 
analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara 
dari informan. Proses analisis data ini penelitian lakukan secara terus menerus 
  
bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah 
pengumpulan data selesai dilakukan di dalam melakukan analisis data peneliti 
mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain : 
1) Pengumpulan infomasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke 
lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan 
sumber data yang diharapkan. 
2) Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan 
transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang 
dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat 
penelitian di lapangan. 
3) Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
 
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing/verivication), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara 
  
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di 





















DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kota Parepare 
 Diawal perkembangannya, parepare adalah dataran tinggi yang dipenuhi 
oleh semak belukar dan terlihat tidak berturan. Pada abad XIV kerajaan Soreang 
telah berdiri dan disebelah selatan berdiri pula kerajaan Bacukiki pada abad 
selanjutnya. Kata Parepare dalam bahasa Bugis berarti “Kain Penghias”, hal ini 
dapat terlihat pada sastra Lontara La Galigo. 
 Kota Parepare ditengarai dari kisah kunjungan Raja GowaManrigau Daeng 
Bonto Karaeng Tonapallangga (1547-1566) yang menyadari bahwa posisi Parepare 
dengan pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya serta telah ramai 
dikunjungi orang-orang berdagang dari melayu. 
  Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang 
Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai pimpinan 
pemerintah yang dinamakan Afdeling Parepare yang meliputi Onder Afdeling Barru, 
Onder Afdelling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling 
Pinrang dan Onder Afdeling Parepare. 
 Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah 
Walikotamadya pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka 
dengan surat keputusan DPRD No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran 
kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960. 
  
2. Keadaan Geografis 
   Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke selat Makassar. 
Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di sebelah selatan berhubungan 
dengan Kabupaten Barru. Walaupun terletak ditepi laut tapai sebagian besar 
wilayahnya berbukit-bukit. Kota Parepare atau juga dikenal sebagai Kota Bandar 
Madani terletak pada koordinat 4°0´S 119°4E dengan luas 99,33 km2, sedangkan 
populasi 140.000 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 1.409 / km2. 
 Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperature Kota 
Parepare  sekitar 25,60 C dengan suhu minimum 25,60 C. Kota Parepare beriklim 
tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maretsampai bulan 
September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. 
   
B. Profil Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare 
 Dinas Perhubungan adalah salah satu perangkat daerah yang digunakan 
untuk memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian 
dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di 
Daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah. 
Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
dengan tujuan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
 Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Kota 
Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
  
Dinas Daerah Kota termasuk didalamnya adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare 
dengan tugas pokok dan fungsi : 
1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan dibidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan 
kewenangannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin satu, Dinas 
perhubungan melaksanakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang perhubungan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; 
d. pengelolaan unit pelaksana teknis; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
3. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan structural dan 
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan diatur dengan 
peraturan Walikota. 
 
Berdasarkan Peraturan daerah Kota Parepare pasal 12, Susunan Organisasi 
Dinas Perhubungan Kota Parepare adalah sebagai berikut : 
  
1. Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 
2. Kepala Dinas membawahi : 
a. Sekertaris, membawahi tiga Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian 
Administrasi Umum dan Kepegawaian,Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 
b. Bidan Perhubungan Darat, membawahi tiga seksi terdiri dari Seksi 
Transportasi Perkotaan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Seksi 
Pengawasan dan Perizinan Angkutan. 
c. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi membawahi tiga Seksi 
terdiri dari Seksi Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Seksi 
Rekayasa Transportasi Darat dan Seksi Manajemen Transportasi 
Darat. 
d. UPTD 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
3. Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan 
Walikota. 
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang dimaksud 





Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagaimana Dinas lain juga telah 
ditarget oleh daerah mengenai jumlah pendapatan asli daerah dengan rincian 
sebagai berikut : 
No. Jenis Pendapatan 
Jumlah Pendapatan (Juta Rupiah) 
Ket. 
2008 2009 2010 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Pajak Kendaraan Bermotor - - -  
2. Terminal 608.507.500 588.940.800 547.360.000  
3. Parkir 152.256.000 165.360.500 170.504.000  
4. Ijin Trayek 40.475.000 40.130.000 43.970.000  
5. Pengujian 83.716.440 72.560.000 50.000.000  
6. Pajak BBM - - -  
7. Lain-lain (Bidang LLAJ) - - 30.140.000  
Total 884.948.940 866.990.000 841.974.000  
% Terhadap total PAD     
Sumber : Dishub Kota Parepare 




































































  Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan  
 
  
C. UPTD Terminal 











Gambar 5. Struktur Organisasi UPTD Terminal 
 UPTD Terminal merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bertugas 
untuk melaksanakan fungsi operasional dan teknis dinas yang menaunginya. UPTD 
Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Parepare bertanggung jawab atas setiap 
aktifitas yang terjadi dalam kawasan terminal yaitu : 
1. Pelayanan angkutan penumpang dan barang 
2. Pelayanan terminal 
3. Penggunaan utilitas penunjang 
4. Pelayanan kelaikan dan uji kendaraan 
5. Pelayanan Perizinan 







STAF STAF STAF 
  
7. Kegiatan penagihan retribusi 
8. Kegiatan kantor perwakilan 
9. Kebersihan, keamanan dan ketertiban terminal 
10. Kegiatan pengurusan penumpang 
 
1. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Terminal 
Berikut rincian tugas pokok dan fungsi UPTD Terminal : 
A. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPTD Pengelola Terminal : 
1. Kepala UPTD Pengelola Terminal mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Dinas dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan 
mengendalikan kegiatan Pengelolaan Terminal. 
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada poin (1), Kepala UPTD Pengelola Terminal, mempunyai 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan terminal ; 
b. pemberian dukungan atas penyelanggaraan bidang perhubungan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan terminal, dan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok 
dan fungsi. 
3. Rincian Tugas Kepala UPTD Pengelola Terminal sebagai berikut : 
a. menyiapkan rencana kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan 
program dinas ; 
  
b. menyusun laporan hasil kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan 
laporan hasil kegiatan Dinas ; 
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas bawahan ; 
d. member petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada 
bawahan ; 
e. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan 
semua perangkat dan kegiatan UPTD ; 
f. menyelenggarakan perencanaan operasional dan perumusan 
kebijaksanaan teknis peningkatan penerimaan retribusi dari sektor 
terminal ; 
g. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan 
prasarana terminal ; 
h. melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan 
sarana di terminal ; 
i. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana 
penunjang terminal ; 
j. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD 
kepala dinas ; 
k. melakukan pengawasan terhadap pemakai sarana terminal ; 
l. melaksanakan pembinaan terhadap pemakai sarana terminal ; 
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran 
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
  
 
B. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
(Sekertaris) : 
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, 
mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, 
administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan administrasi ; 
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin 
(1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan ; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi 
umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan ; 
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasa program 
dan kegiatan, dan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok 
dan fungsi. 
3. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : 
a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi dan 
pembuatan laporan ; 
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi 
pembuatan dan penanganan absen ; 
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan rumah tangga, 
kebersihan dan keamanan terminal ; 
  
d. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana ; 
e. melaksanakan penatausahaan pengadaan barang dan rencana 
penyaluran, dan 
f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
 
2. Fasilitas Terminal Induk Lumpue 
Fasilitas Terminal Induk Lumpue : 
No. Fasilitas Keberadaan Kondisi Ket. Ada Tidak Ada Baik Tidak Baik 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Pelataran kedatangan bus √  √   
2. Pelataran parkir bus √  √   
3. Kantor Terminal √  √   
4. Ruang tunggu penumpang √  √   
5. WC/Toilet √  √   
6. Pelataran parkir pengunjung √  √   
7. Jalan lingkungan √  √   
8. Papan pengumuman √  √   
9. Daftar/papan tariff per trayek √  √   
10. Daftar/papan petunjuk jurusan √  √   
11. Pelataran keberangkatan bus √  √   
12. Pelataran tunggu penumpang √  √   
13. Menara pengawas √  √   
14. Kafetaria √  √   
15. Mushollah √  √   
16. Ruang perwakilan agen √  √   
17. Taman/penghijauan √  √   
Total 17  17   
Catatan : tanda “√” yang sesuai     
Tabel 2. Fasilitas Terminal Induk Kota Parepare 
  
Terminal Lumpue terletak di sebelah barat daya Kota Parepare Kelurahan 
Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat. Luas lahan untuk pembangunan terminal induk 
Lumpue Parepare yang telah dibebaskan sekitar 10 Ha namun yang baru 
dimanfaatkan saat ini hanya 4,2 Ha atau 42 % dari lahan yang tersedia. 
Pelayanan terminal kota Parepare meliputi pelayanan antar kota dalam 
provinsi yaitu kota di Sulawesi Selatan bagian utara serta pelayanan antar kota lintas 
provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Dalam rangka mendukung 
kegiatan pengoperasian terminal Lumpue, maka telah dibangun utilitas yang sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan diantaranya adalah : 
1. Kantor perwakilan. Terdapat delapan kantor perwakilan dari 
perusahaan perusahaan angkutan yang beroperasi di dalam areal 
terminal yang berfungsi sebagai tempat pembelian karcis bus. 
2. Kantor Perhubungan Darat. Dinas Perhubungan Kota Parepare 
menempatkan satu kantor pembantu yang difungsikan pula sebagai 
kantor pengelola terminal. Para pegawai yang bertugas pada kantor 
ini melayani pengoperasian terminal, uji kelayakan kendaraan, 
penarikan retribusi dan mengkoordinir jasa perparkiran di areal 
terminal. 
3. Pos Keamanan. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, maka 
terminal ini dilengkapi pos keamanan yang beroperasi 24 jam dan 
terletak di pintu masuk terminal. 
4. Jaringan Listrik. Sumber listrik yang digunakan dalam kawasan 
Terminal Lumpue berasal dari PLN. Daya listrik untuk kawasan 
  
Terminal Lumpue berdasarkan standar Direktorat Tata Kota dan 
Daerah Departemen Kimpraswil dalam RUTR Kota Parepare 1993 
adalah 200 KVA. 
5. Jaringan Telepon. Terminal ini dilengkapi dengan jaringan telepon 
yang dapat melayani beberapa kantor perwakilan, kantor pembantu. 
Terdapat satu buah warung telekomunikasi dan satu buah telepon 
umum yang dapat dimanfaatkan oleh setiap penumpang angkutan 
yang berada di terminal. 
6. Jaringan Air Bersih. Air bersih yang digunakan dalam kawasan 
terminal berasal dari sumur bor. Air disalurkan ke reservoir hingga 
penuh kemudian dialirkan secara gravitasi ke tempat-tempat yang 
memerlukan seperti WC, Mushallah dan lain-lain. Air bersih pada 
tempat tersebut dapat digunakan oleh setiap penumpang angkutan 
yang ada di terminal. 
7. Kios / Warung. Pada saat ini terdapat 21 kios / warung di areal 
terminal. kios / warung tersebut dapat melayani penumpang 
angkutan selama 24 jam.  
 
Sampai saat ini Kota Parepare dapat dijangkau melalui transportasi darat 
dan transportasi laut. pelayanan transportasi darat masih mendominasi aktifitas 
perjalanan di Kota Parepare khususnya menyangkut pelayanan lokal dan regional 
dalam wilayah profinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk transportasi laut terbatas 
pada pelayanan transportasi antar pulau / provinsi. 
  
 Salah satu komponen utama dari pelayanan transportasi adalah terminal. 
Keadaan saat ini dimana terdapat beberapa terminal, yaitu Terminal Induk Lumpue 
Kota Parepare yang berada di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, 
terminal pembantu Soreang (perbatasan Parepare-Pinrang) dan terminal pembantu 
di Kelurahan Lapadde (perbatasan Parepare-Sidrap). 
Jaringan prasarana transportasi di Kota Parepare merupakan simpul jaringan 
transportasi yang dilakukan secara tersistem dan terpadu. Dimana keberadaan 
terminal dan pelabuhan diwilayah ini menjadi satu kesatuan membentuk koneksitas 
sistem pergerakan, sistem jaringan dan sistem aktivitas (land use) dan sistem 
regulasi manajemen terjalin baik. 
 Sistem darat merupakan simpul transportasi yang digunakan untuk keperluan 
menaikturunkan penumpang, atau tempat bongkar dan muat barang, mengatur 
jadwal perjalanan serta sebagai tempat terjadinya perpindahan intra dan atau antar 
moda.  
 Dari jenis type, Terminal Induk Lumpue digolongan type B karena melayani 
angkutan penumpang luar kota kesemua jurusan (bus dan minibus) dengan luas 
lebih kurang 7,5 Ha (termasuk lahan pengembangannya) dengan daya tampung 
mencapai 152 unit kendaraan. 
 Tantangan dalam pengoptimalan terminal saat ini adalah tingkat kedisiplinan 
pemakai jalan dan banyaknya terminal bayangan yang membuat pemakaian 




 Berikut jumlah kendaraan yang masuk-keluar pada Terminal Induk Lumpue 
Parepare : 








90 3.600 3.150 0,88 Perhari 
94 111.600 97.650 0,88 Perbulan 
Bus 
Sedang 
94 2.350 1.880 0,80 Perhari 
2.914 72.850 58.280 0,80 Perbulan 
Non Bus 
100 1.000 800 0,80 Perhari 
3.100 31.000 24.800 0,80 Perbulan 

















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Kegiatan Operasional Terminal Induk Lumpue Kota Parepare 
Pengawasan diciptakan karena terlalu banyak kasus di suatu organisasi 
yang tidak dapat terselesaikan seluruhnya karena tidak ditepatinya waktu 
penyelesaian (deadline), anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lain yang 
menyimpang dari rencana semula. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik 
untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 
merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. 
Langkah awal suatu pengawasan sebenarnya adalah perencanaan dan penetapan 
tujuan berdasarkan pada standar atau sasaran. 
 Di Kota Parepare terdapat dua tipe terminal yaitu terminal induk Lumpue dan 
terminal pembantu di Lapadde dan Soreang. Kota Parepare sebagai Kota simpul 
jasa transportasi dengan keberadaan terminal tersebut penting artinya bagi 
kelancaran dan pelayanan sistem transportasi Kota Parepare, dimana terminal-
terminal tersebut merupakan tempat perpindahan intermoda. Hal ini diperkuat oleh 
adanya peraturan daerah Kota Parepare nomor 03 tahun 2000 tentang terminal 
angkutan penumpang. 
  Fungsi terminal Induk Lumpue diharapkan agar angkutan kota, yang 
datang dan luar kota, yang tujuannya ke kota Parepare tidak perlu lagi masuk ke 
  
pusat kota, tetapi hanya sampai terminal tersebut kemudian penumpang tersebut 
diangkut dengan angkutan kota ke dalam kota, seperti yang tertuang didalam Perda 
no. 03 Kota Parepare pasal 4 ayat I menyatakan bahwa, setiap kendaraan umum 
diwajibkan menggunakan atau singgah pada terminal sesuai dengan pola 
pengaturan yang telah ditetapkan. Adapun kendaraan umum yang wajib masuk 
dalam terminal (Perda Kota Parepare No. 03 Tahun 2000 pasal 4 ayat 2) adalah : 
− Mobil bus cepat antar kota antar provinsi 
− mobil bus cepat antar kota dalam provinsi 
− mobil penumpang antar kota dalam provinsi 
− mobil penumpang dalam kota. 
Demi mewujudkan ketertiban dalam hal pelayanan yang diberikan oleh 
terminal, maka aktifitas terminal yang mencakup tugas pokok dan funngsi terminal 
harus berjalan secara optimal. Fungsi terminal menjadi signifikan karena di tempat 
ini terjadi interaksi antar lintasan rute dan lintasan rute dengan penumpang. Karena 
itu efektifitas dan efisiensi sistem transportasi dalam suatu jaringan lintasan rute 
sangat dipengaruhi oleh kinerja dari terminal yang ada 
Dalam sistem angkutan kota di Kota Parepare, terminal yang ada 
merupakan titik asal dan tujuan dari rute angkutan kota. Interaksi di terminal harus 
nampak sehingga bagi pengguna jasa angkutan yang melakukan perjalanan dari 
satu terminal ke terminal lain, lebih dahulu melakukan transfer armada. 
Optimalisasi terhadap fungsi terminal harus digalakkan agar terjadi 
ketertiban dalam hal operasional dan administrasi pendataan, kepentingan 
masyarakat terhadap pelayanan terminal makin mendesak dan pihak terminal pun 
  
wajib menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pelayanan yang memadai 
dengan ditunjang oleh sistem kerja yang mendukung ekspektasi publik. 
Pengawasan yang efektif dapat melahirkan alternatif-alternatif yang 
mumpuni dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan atas penyimpangan dan 
pelanggaran kegiatan dilapangan dengan cepat dan akurat yang berpusat pada 
pelayanan Terminal Induk Lumpue.   
 
1. Akurat 
Kualitas informasi dipengaruhi oleh tingkat akurasi dari informasi 
tersebut, yang berarti bahwa informasi yang ada harus bebas dari kesalahan-
kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan dengan kata lain harus berdasarkan 
dengan kenyataan. 
Tingkat akurasi yang baik dari sebuah pelaksanaan pengawasan akan 
menghasilkan suatu data atau informasi yang tepat yang dapat diolah menjadi suatu 
bahan rujukan dalam pengambilan keputusan atau untuk mengambil tindakan yang 
sifatnya korektif apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan serta menghindarkan 
organisasi dari permasalahan yang berlarut-larut bahkan terciptanya persoalan baru 
yang dapat mempersulit kegiatan organisasi.  
Petugas lapangan dalam UPTD Terminal setiap hari adalah pihak 
pertama dan lebih tahu tentang variasi kejadian yang berlaku dalam kegiatan 
pengelolaan terminal secara operasional, pada mulanya mereka harus mempunyai 
kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi di lapangan kemudian 
menuangkannya dalam bentuk informasi yang dapat dicerna oleh pihak-pihak yang 
  
idealnya harus mengetahui akan hal-hal tersebut, informasi yang disampaikan harus 
akurat karena selanjutnya akan diolah menjadi tindakan atau kebijakan. 
Selain itu, petugas lapangan harus mengetahui mengenai cara 
menangani penyimpangan yang terjadi secara tepat. Kesalahan dalam bertindak 
dilapangan dapat menimbulkan masalah baru yang dapat menyebabkan pekerjaan 
berjalan dengan tidak efisien. Hal ini mendorong atasan agar memberikan 
wewenang yang tepat pula agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat di 
lapangan. Informasi hasil pengawasan yang ada di UPTD Terminal adalah : 
• Jumlah besaran pemungutan retribusi terminal. 
Target Pendapatan Terminal Potensi Pendapatan Terminal 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 
608.507.500 588.940.800 547.360.000 884.948.940 866.990.841 841.974.000 
• Jumlah kendaraan angkutan yang melintasi wilayah Terminal Induk 
Parepare. 








90 3.600 3.150 0,88 Perhari 
94 111.600 97.650 0,88 Perbulan 
Bus 
Sedang 
94 2.350 1.880 0,80 Perhari 
2.914 72.850 58.280 0,80 Perbulan 
Non Bus 100 1.000 800 0,80 Perhari 3.100 31.000 24.800 0,80 Perbulan 
  
• Absensi staf / pegawai. 
• Laporan Operasional Terminal : 
− Laporan Keamanan dan Kebersihan wilayah Terminal. 
  
− Laporan kegiatan pengoperasian kios dan perwakilan angkutan. 
− Laporan kegiatan pengurusan penumpang.  
 
Setiap informasi maupun dinamika yang ada pada level teknis akan 
menjadi referensi bagi para stakeholders untuk dijadikan regulasi pada masa 
mendatang agar dapat menjawab tantangan kerja yang semakin dinamis. Hasil 
wawancara kepada Bapak kepala UPTD Terminal mengenai metode pengawasan 
yang diterapkan pada UPTD Terminal : 
“Sistem pengawasan yang ada disini berjalan sesuai struktur UPTD, staf harian 
diawasi oleh komandan regu, kemudian komandan regu diawasi oleh Kepala 
UPTD dan kepala UPTD sendiri dipantau oleh Pak Kadin. Kegiatan 
operasional sehari-hari di terminal itu diawasi oleh komandan regu, jadi setiap 
hari itu selalu ada satu regu yang bertugas dilapangan 1 X 24 jam dengan 
sistem shift atau secara bergantian yang dipimpin komandan regu. Jadi kalau 
ada masalah dilapangan, komandan regu yang menentukan apa yang harus 
dilakukan, setiap hari komandan regu melaporkan kegiatan hasil jaga mereka 
kepada UPTD dan dibuatkan laporan oleh sekertaris ke Pak Kadin. Bentuk 
hasil pengawasan yang ada disini berupa lisan dan termasuk laporan tapi 
namanya bukan laporan pengawasan melainkan laporan harian yang terdiri 
dari absen dan rincian penerimaan pemungutan retribusi” 
 Selain itu, Bapak Kepala Dinas menambahkan : 
“Kalau di setiap UPTD di Dinas Perhubungan itu, pengawasannya berjalan 
sesuai dengan struktur. Jadi saya sebagai pimpinan bertanggung jawab penuh 
atas apa-apa yang terjadi di terminal dan dibantu oleh UPTD yang bertugas 
dilapangan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa pengawasan 
internal di UPTD Terminal itu mengikuti arus struktur dan pada setiap harinya telah 
ditugaskan kepada komandan regu untuk secara lebih luas mengawasi kegiatan 
operasional terminal sehari-hari. 
Informasi yang dihasilkan dari hasil pengawasan operasional sehari-hari  
sudah tepat dan dapat dijadikan rujukan untuk selanjutnya dijadikan bahan 
  
pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan korektif terhadap kesalahan-
kesalahan yang ditemukan dilapangan, ini dikarenakan adanya wewenang kepada 
komandan regu untuk mengambil tindakan atas kesalahan yang terjadi. Selain itu, 
informasi hasil pengawasan juga dilaporkan setiap hari kepada atasan dalam bentuk 
lisan dan laporan yang memungkinkan adanya ide-ide, kebijakan, pengaturan atau 
peraturan baru sebagai bentuk penyelarasan atas kondisi terkini sesuai dengan 
perubahan dan kebutuhan kerja.    
Berikut ini nama-nama staf yang bekerja pada kegiatan jaga di terminal Induk 
Lumpue terhitung satu Januari : 
Penanggung jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare 
Pengendali Kegiatan : Kepala UPTD Terminal 
2. Tepat Waktu 
Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil 
tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. Pengawasan 
bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang ada dilapangan, ketika kesalahan 
terlanjur terjadi maka informasi dari hasil pengawasan tersebut harus segera 
didistribusikan kepada mereka yang berwenang untuk mengolah atau 
mengevaluasinya agar dihasilkan solusi yang tepat untuk mencegah kesalahan yang 
sama terulang kembali. Keterlambatan distribusi mengenai informasi penyimpangan 
atau pun kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan berlarut-larutnya tindak 
penyimpangan dan yang pasti akan merugikan organisasi dari berbagai aspek 
misalnya kerugian finansial dan lain sebagainya.  
  
Informasi seyogyanya disajikan secara baik dan utuh oleh petugas yang 
berjaga di lapangan untuk dilaporkan kepada kepala UPTD dan selanjutnya kepada 
Kepala Dinas selaku atasan yang bertanggung jawab melalui prosedur yang telah 
ditetapkan.  




1. nilai penerimaan retribusi dari komandan 
regu dan anggotanya selama bertugas di 
lapangan dalam bentuk laporan 
Harian Laporan 
2. informasi tentang data jumlah kendaraan 
yang beredar berikut tipe kendaraannya 
Harian Laporan 
3. informasi berupa pelanggaran yang 
dilakukan oleh supir angkutan umum 
Harian Lisan 
4. informasi mengenai kehadiran dan kinerja 
pegawai yang bekerja di lapangan 
Harian Daftar Hadir 
5. informasi mengenai pelanggaran yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang melanggar 
aturan keterminalan misalnya percaloan 
penumpang 
Harian Lisan 
6. Informasi yang terkait berupa, dan informasi 
yang berkaitan dengan ketertiban dan 
keamanan terminal 
Harian Lisan 
Tabel 5. Pelaporan Informasi Pengendalian Terminal 
Selain itu, laporan evaluasi bulanan berupa rekapitulasi penerimaan dan 
penggunaan dana instansi oleh UPTD Terminal juga setiap bulannya harus 
disampaikan kepada pimpinan Dinas Perhubungan. Laporan yang dilaporkan 
  
pertriwulan dan pertahun juga merupakan tanggung jawab UPTD kepada Kepa 
Dinas bersangkutan.   
Informasi sebagai hasil dari kegiatan operasional sehari-hari oleh petugas 
lapangan kepada atasan seharusnya disajikan secara akurat sesuai dengan 
prosedur yang telah ada yang pada akhirnya akan berfungsi sebagai instrumen-
instrumen bagi pengambilan kebijakan pada masa akan datang dan sebagai 
pertimbangan untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan sehari yang 
dapat meminimalisir keadaan yang merugikan. Adapun waktu pelaksanaan 
pengawasan terhadap wilayah kerja UPTD Terminal dijelaskan oleh Bapak Kepala 
UPTD Terminal : 
“Kalau permasalahan waktunya, tidak ada waktu khusus dalam 
melaksanakan pengawasan itu, karena komandan regu juga selalu siap 
sedia di lapangan, jadi pengawasan juga terus terjadi selama itu. Bahkan 
saya sendiri yang kadang ikut mengawasi dilapangan, tapi hasil dari 
pengawasan itu sendiri setiap hari dilaporkan oleh komandan regu dan akan 
dibuatkan laporan lagi kepada Kepala Dinas dalam bentuk pengawasan 
harian, bulanan, pertriwulan maupun tahunan ”.  
 
Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Komandan regu : 
 
“Dimanapun saya berada selagi sedang bertugas jaga, maka saat itu juga 
saya dalam status mengawasi keadaan sekitar, jadi fungsi pengawasan itu 
melekat dalam posisi saya sebagai komandan regu apabila sedang jaga.” 
 
 Pengawasan yang dominan dilaksanakan oleh komandan regu telah sesuai 
dengan kebutuhan pengawasan dari segi ketepatan waktu. Melihat bahwa kondisi 
kerja yang memang terus berlangsung setiap harinya dan kemungkinan-
kemungkinan kesalahan yang cukup besar, maka setiap waktu fungsi pengawasan 
sebaiknya dijalankan agar dapat mengidentifikasi adanya pelanggaran atau 
  
kesalahan dan melakukan tindakan korektif apabila kesalahan terlanjur terjadi. Hasil 
dari pengawasan juga telah dilayangkan setiap hari kepada Kepala UPTD dan hal ini 
mendukung agar data-data pengawasan itu diolah sebagaimana mestinya untuk 
dikembangkan sebagai upaya evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang masih 
ada pada unit kerjanya.   
3. Objektif dan komperhensif 
Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahamai dan 
dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Semakin objektif sistem 
pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan 
efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem 
informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan 
kebingungan atau frustasi diantara para aparat. Tindakan-tindakan yang korektif 
sebelumnya harus dikuasai oleh mereka yang bertugas untuk mengawasi dan 
mendistribusikan informasi pengawasan tersebut.  
Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah tentang bagaimana 
informasi dari proses dan hasil pengawasan itu harus mengandung unsur 
memudahkan dalam hal membaca dan menyikapi informasi yang didistribusikan dari 
lapangan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah petugas jaga, komandan regu, Kepala 
UPTD sampai kepada Kepala Dinas. Maka dari itu, cara mendistribusikan informasi 
ini juga harus tepat agar dapat menemui sasaran. 
− Pengawasan berupa absensi pegawai. Setiap pegawai / staf harus 
mengetahui apa tujuan dari diadakannya pendataan tentang kehadiran 
dalam upaya perwujudan disiplin kerja dan efektifitas sehingga mereka 
  
dengan sadar akan datang tepat waktu dan mengindahkan absensi di tempat 
kerjanya. 
− Pengawasan langsung. Dilaksanakan secara hierarki sesuai dengan 
wewenang masing-masing dimana petugas jaga adalah pelaksana 
pengendalian terhadap lapangan dan harus mengerti tentang prosedur 
pengendalian terminal, memahami wewenangnya dan mengerti akan indikasi 
terjadinya penyimpangan dan cara penangannya. Informasi mengenai 
pengawasan secara langsung dilapangan oleh petugas jaga harus dilaporkan 
kepada kepada UPTD agar dicatat sebagai poin plus atau minus. Hal ini 
harus dipahami oleh masing-masing pihak. 
− Pengawasan berupa laporan / tertulis. Berupa laporan penerimaan 
pemungutan retribusi oleh bendahara UPTD Terminal kepada Kepala Dinas 
disamping laporan belanja operasional. Terminal merupakan aset daerah 
yang bisa mendatangkan pendapatan dan telah ditetapkan target atasnya, 
dengan pemahaman seperti ini maka staf / pegawai pada UPTD terminal 
akan berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai 
dengan tugasnya masing-masing. 
 
Asas kemudahan yang melekat pada distribusi dan penafsiran informasi ini 
akan berdampak pada efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan antara sesama 
aparat yang bertugas.  Wawancara dengan Bapak Kepala Dinas menerangkan 
bahwa : 
 “Proses pengawasan dilapangan pada UPTD Terminal itu dominan 
dilaksanakan oleh petugas jaga dan komandan regu karena mereka adalah 
  
petugas harian dan berada dilapangan. Dari hasil pengawasan mereka maka 
dapat diambil tindakan langsung oleh mereka atau dapat dilaporkan kepada 
kepala UPTD. Jadi sudah ada wewenang akan tindakan apa yang harus 
mereka ambil apabila menemui kesalahan dilapangan”. 
 
Bapak Kepala UPTD : 
“Para pekerja dilapangan telah mengerti tentang apa yang seharusnya 
mereka lakukan apabila terdapat pelanggaran, misalnya apabila ada 
kendaraan angkutan yang melanggar maka akan dilakukan pengejaran dan 
pemeriksaan surat-surat kelengkapan dan perizinan. Informasi yang sampai 
pada saya pun pasti akan diambil tindakan koreksi seperlunya dan kemudian 
akan dilaporkan kepada Bapak Kepala Dinas dan dapat dibuatkan regulasi 
apabila dianggap perlu. Tindakan-tindakan perbaikan memang telah 
diinstruksikan kepada setiap staf apabila menemukan kesalahan. Mereka 
mengerti tentang tugas dan bagaimana bertindak.” 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai 
telah mengerti tentang informasi pengawasan dan bagaimana menindak 
lanjuti hal tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada petugas harian 
dapat memudahkan mereka untuk bekerja dan mengambil keputusan sesuai 
dengan batas kewenangan masing-masing. Alur informasi telah sampai pada 
yang berhak menerimanya dan telah diolah menjadi beberapa kebijakan. Ini 
terlihat dengan adanya perintah penindaklanjutan atas penyimpangan 
apabila memang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi hasil 
pengawasan sebelumnya yang diperoleh telah dimengerti dan mereka tahu 
tentang bagaimana harus bertindak.  
 
4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis. 
Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang 
yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, 
  
atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem 
pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan 
perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.  
Pada UPTD Terminal ini, wilayah kerja yang paling banyak terdapat 
terjadi penyimpangan adalah pada tempat pemungutan karcis retribusi di pos 
jaga depan. Penyimpangan yang terjadi adalah ulah supir mobil angkutan 
yang membayar retribusi di pos depan, sedangkan pengaturan terminal 
mengharuskan mobil-mobil ini untuk membayar retribusi di dalam terminal. 
Berikutnya adalah pada tempat parkir, tempat tunggu penumpang 
dan dua buah pos jaga di dalam lokasi terminal yang tidak berfungsi 





Ada Tidak Ada Baik Tidak Baik 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Pelataran kedatangan bus √  √   
2. Pelataran parkir bus √  √   
3. Kantor Terminal √  √   
4. Ruang tunggu penumpang √  √   
5. WC/Toilet √  √   
6. Pelataran parkir pengunjung √  √   
7. Jalan lingkungan √  √   
8. Papan pengumuman √  √   
9. Daftar/papan tariff per trayek √  √   
10. Daftar/papan petunjuk jurusan √  √   
  
11. Pelataran keberangkatan bus √  √   
12. Pelataran tunggu penumpang √  √   
13. Menara pengawas √  √   
14. Kafetaria √  √   
15. Mushollah √  √   
16. Ruang perwakilan agen √  √   
17. Taman/penghijauan √  √   
Total 17  17   
 
Pada tahap pemusatan pengendalian strategis, sebenarnya UPTD 
Terminal mempunyai sarana pengawasann yang cukup memadai yaitu 
menara pengawas yang dapat bekerja lebih efisien. Inilah tujuan dari 
memusatkan tempat pengendalian secara strategis, efisiensi dan ketepatan 
mengambil keputusan apabila terjadi penyimpangan.       
Bapak Kepala UPTD : 
“ Yang masuk dalam proses pengawasan sehari-hari itu ya absen 
pegawai, kerjanya pegawai, karena tidak jarang anak-anak 
dilapangan yang sering meninggalkan pos jaga tanpa sepengetahuan 
atasan mereka. masih ada, banyak juga kendaraan angkutan yang 
tidak membayar karcis retribusi. UPTD Terminal juga bertanggung 
jawab terhadap keamanan dan kebersihan terminal, ada juga 
pedagang yang harus di kontrol. Sarana prasarana juga termasuk, 
pokoknya UPTD Terminal itu harus bisa memastikan kalau tidak ada 
yang kurang dalam persoalan jasa, pelayanan, sarana dan lain-lain”. 
 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa masih 
ada bagian-bagian dari wilayah kerja UPTD Terminal yang kurang 
mendapatkan perhatian dari proses pengawasan yang ada. Diantaranya 
adalah menurut hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa kendaraan 
  
angkutan yang melintas di terminal ternyata tidak melalui rute sebagaimana 
pengaturan jalur kendaran yang semestinya. Angkutan-angkutan tersebut 
membayar retribusi di jalan utama (Jl. Bau Massepe) dan tidak masuk ke 
dalam terminal untuk dilakukan pendataan dan aktifitas-aktifitas transfer 
penumpang yang semestinya bisa dioptimalkan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan fungsi dari terminal. Selain itu, tampak fasilitas terminal yang 
sudah tidak berfungsi atau ada diantaranya yang yang rusak seperti halte 
dan tempat tunggu penumpang. Kondisi ini diperkuat melalui hasil 
wawancara berikut : 
Ottong (penumpang) : 
“Saya sudah tiga jam menunggu angkutan kota menuju ke Makassar, 
namun belum ada yang melintas. "Tadi saya masuk ke Terminal 
Induk Lumpue, tetapi di terminal saya tidak menemukan satu pun 
angkutan antar kota. Menurut saya mobil angkutan antar kota yang 
melintas di Parepare ini hampir semuanya penuh dari daerah. 
Andaikan terminal di Parepare difungsikan, penumpang asal 
Parepare ini tidak harus menunggu hingga berjam-jam. Belum lagi  
angkutan antar kota yang melintas di termial hanya lewat saja dan 
tidak masuk ke terminal. "Para supir angkutan tersebut hanya singgah 
sebentar di pos yang berada di depan terminal untuk membayar 
retribusi. Kemudian langsung berangkat.” 
 
Basri (sopir angkutan dalam kota jurusan Lumpue) :  
“Selama ini terminal induk Kota Parepare tidak dimanfaatkan untuk 
mengambil serta menurunkan penumpang, karena adanya angkutan 
luar (plat hitam) yang mengambil penumpang di dalam kota. Kondisi 
itu mengurangi pendapatan kami selaku supir angkutan kota. Selain 
ada kegiatan diluar area terminal, saya dan teman-teman supir 
angkutan juga mengeluhkan tidak berfungsinya semua terminal di 
Parepare, sehingga berdampak pada minimnya penumpang. 
Bagaimana bisa dapat penumpang kalau mobil dari luar Parepare 
langsung juga mengantar ke kota dan tidak menurunkan 
penumpangnya di terminal.” 
  
 
Setiap unit organisasi semestinya telah membaca atau mendeteksi area-area 
dari unit kerjanya mengenai alur kerja yang riskan akan terjadinya kesalahan dan 
telah mempersiapkan tindakan-tindakan yang efektif untuk dapat mengurangi 
dampak yang dihasilkan akibat kesalahan yang terjadi. 
Bapak UPTD Terminal : 
“Tugas yang paling berat di UPTD Terminal itu adalah di lapangan 
karena setiap staf yang bertugas harus aktif melaksanakan tugasnya, 
tiadk peduli panas atau hujan semua harus bisa dilakukan, apalagi 
kami dikejar oleh target dari Daerah. Ini yang kami harus perhatikan 
baik-baik karena kami malu karena tidak pernah capai target, sudah 
lama keadaan ini berlanjut. Jadi kami harus tetap bekerja sepanjang 
hari dan tidak ada istirahat dari pagi sampai pagi lagi”. 
 
Bapak Komandan regu : 
 
“Sebenarnya kita dilapangan itu agak kewalahan karena kurang 
personil yang jaga, tiap staf memiliki pos masing-masing jadi ada 
yang jaga di luar dan didalam juga ada masing-masing dua pos. Saya 
yang harus koordinir staf jaga karena saya yang bertanggung jawab 
kepada Pak Sahur. Saya juga harus menyediakan semua laporan tiap 
jaga, membagikan uang makan petugas jaga. Kalau persoalan 
pengawasannya saya juga yang jalankan tapi kendalanya karena 
hanya satu komandan regu jadi banyak pelanggaran atau 
penyimpangan yang lepas dari pengendalian. 
  
 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa fokus pengawasan 
terdapat pada pos depan (bagian luar terminal) yaitu pada pelanggaran dan 
pemungutan retribusi karcis. Padahal wilayah kerja UPTD Terminal meliputi 
keseluruhan wilayah geografis terminal. Menurut peneliti, semestinya menara 
pengawas dimanfaatkan sebagai pusat pengawasan yang efektif karena 
dapat menghasilkan informasi visual yang luas. Fasilitas terminal banyak 
  
yang sudah tidak mendapatkan pengawasan, begitu juga dengan aktifitas 
lain yang tak kalah pentingya daripada sekedar pemungutan retribusi.  
5. Secara ekonomi Realistik 
Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum 
mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha 
untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara 
mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan. 
Biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka menunjang aktivitas 
pengawasan sebaiknya tidak memberatkan organisasi tapi tidak mengurangi 
kesuksesan dalam hal optimalisasi pengawasan. Biaya yang dimaksud 
adalah  
− biaya operasional, berupa biaya konsumsi dan operasi kendaraan   
− upah / honor pelaksana pengawasan bagi staf yang berstatus 
sukarela 
− biaya pembuatan pelaporan.  
Bapak UPTD : 
“Tidak ada biaya pengawasan dalam kegiatan operasional terminal 
sehar-hari’, karena memang fungsi pengawasan itu digandengkan 
sesuai dengan struktur masing-masing, yang ada cuma uang makan, 
kalau untuk laporannya juga sudah ada dari Dinas berupa kertas dan 
tinta print. Tidak ada anggaran khusus pengawasan”.  
 
Bapak Kepala Dinas : 
“Pengawasan internal itu tidak dianggarkan, jadi tidak ada honor atau 
biaya kegiatan karena memang tidak ada tugas yang khusus untuk 
  
sekedar melaksanakan pengawasan dan memang kebutuhan belum 
mendesak untuk diadakan pengawas khusus di terminal”. 
 
 Dari hasil wawancara diatas dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada 
penggunaan anggaran yang diperuntukkan kepada proses pengawasan yang 
sifatnya internal, secara ekonomi hal ini memang ditekankan agar 
pengalokasian dana dapat ditujukan pada kegiatan lain yang tidak kalah 
penting dan lebih membutuhkan dana.  
6. Secara Organisasi Realistik 
Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas 
organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat 
kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. 
Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistik. Perbedaan status 
diantara individu harus dihargai juga. Beberapa penelitian yang telah ada 
telah menunjukkan adanya pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja 
pegawai. Hasil audit terhadap kinerja para pegawai dapat dilihat melalui hasil 
pengawasan pegawai yang biasanya menggunakan instrument-instrumen 
seperti absen dan lain sebagainya.  
Bapak Kepala Dinas : 
“Tidak ada insentif ataupun penghargaan khusus bagi pegawai yang 
kinerjanya bagus, kebanyakan pegawai yang bertugas di terminal adalah 
honor dan sosial, jadi bagi pegawai honor yang kinerjanya baik maka 
kami upayakan mendaftarkan failnya supaya terangkat sebagai pegawai 
negeri, tapi itu juga tidak kami janjikan karena memang sulit. Kalau 
pegawai sosial itu dikasih uang transport dan uang makan sehari-hari. 
Hubungan emosional juga terjalin baik karena kebanyakan dari anak-
anak yang berada dilapangan itu adalah warga sekitar sini dan semuanya 
diperlakukan sama, tidak ada dibedakan. Saya juga selalu menekankan 
personalan kekeluargaan antara sesama”. 
  
 
 Sama halnya dengan biaya pengawasan, penganggaran untuk belanja 
insentif juga tidak ada, namun hal ini tidak mengurangi tingkat kinerja pegawai 
lapangan yang tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi dan kewajiban 
mereka. Hubungan emosional diantara para pekerja juga terbilang baik karena 
pimpinan telah menerapkan pola kekeluargaan dalam bekerja. Hal ini dapat 
menghasilkan iklim kerja yang kondusif dan nyaman sehingga pekerjaan sehari-hari 
dapat dilaksanakan dengan baik   
 
7. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan 
Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus 
pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah 
dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus  sampai pada semua 
orang yang perlu untuk menerimanya. 
Sama halnya dengan poin ke-2 di atas, Informasi yang dimaksud 
berupa nilai penerimaan retribusi dari komandan regu dan anggotanya 
selama bertugas di lapangan dalam bentuk laporan, informasi tentang data 
jumlah kendaraan yang beredar berikut tipe kendaraannya, informasi berupa 
pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkutan umum, informasi mengenai 
kehadiran dan kinerja pegawai yang bekerja di lapangan, informasi mengenai 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melanggar aturan 
  
keterminalan misalnya percaloan penumpang dan informasi yang berkaitan 







1. nilai penerimaan retribusi dari 
komandan regu dan anggotanya 
selama bertugas di lapangan 
dalam bentuk laporan 
Petugas Jaga, 
Komandan Jaga 
Komandan Jaga, Bendahara 
UPTD, Kepala UPTD 
Terminal, Kepala Dinas 
2. informasi tentang data jumlah 




Komandan Jaga, Bendahara 
UPTD Terminal, Kepala UPTD 
Terminal, Kepala Dinas 
3. informasi berupa pelanggaran 




Komandan Jaga, Kepala 
UPTD Terminal, Kepala Dinas 
4. informasi mengenai kehadiran 
dan kinerja pegawai yang 





Sekertaris UPTD Terminal, 
Kepala UPTD Terminal, 
Kepala Dinas  
5. informasi mengenai 
pelanggaran yang dilakukan 
oleh pihak-pihak yang 
melanggar aturan keterminalan 
misalnya percaloan penumpang 
Petugas Jaga, 
Komandan Jaga 
Komandan Jaga, Kepala 
UPTD Terminal, Kepala Dinas 
6. informasi yang berkaitan 




Komandan Jaga, Kepala 
UPTD Terminal, Kepala Dinas 
Tabel 6. Alur Informasi Pengendalian Terminal 
Bapak Komandan regu : 
  
“Informasi disini kan setiap hari dilaporkan dalam bentuk lisan tapi 
ada juga laporan harian, itu dikumpul kalau jam jaga sudah selesai. 
Pak Sahur itu sudah menjelaskan tentang tugas petugas jaga, jadi 
jika ada pelanggaran itu saya diberi wewenang untuk mengambil 
tindakan”. 
 
Bapak kepala UPTD 
“Setiap hari komandan regu melaporkan hasil kerjanya, jadi setiap 
hari juga informasi sampai ke UPTD dan diteruskan ke atas, Setiap 
hari juga saya sekali-kali keliling terminal untuk menjemput informasi, 
berbincang dengan para pekerja harian tentang kondisi selama 
mereka bertugas, kendala-kendala yang mereka dapati atau pun 
sekedar membantu memungut retribusi”. 
 
Menurut hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa arus 
informasi hasil pengawasan telah sampai pada orang-orang yang memerlukan, 
apalagi menurut Bapak Kepala UPTD bahwa sehari-hari beliau juga ikut 
bekerja dilapangan sekedar membantu bawahannya yang menyebabkan 
informasi itu sendiri telah sampai pada orang yang tepat dan dapat dijadikan 
bahan agar dapat diambil tindakan apabila dibutuhkan. 
8. Fleksibel 
Pada setiap organisasi, pengawasan harus mengandung sifat fleksibel 
yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak 
untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru. 
Metode pengawasan harus bisa dikondisikan dengan kebiasaan kerja dan tidak 
kaku. Setiap pihak yang melakukan tugas pengawasan harusnya mengerti akan 
peran dan fungsinya dengan memperhatikan perubahan dan kesesuaian 
keadaan di lapangan fokus mereka bertugas.  
  
Faktor fleksibilitas itu sendiri meliputi siapa saja yang harus menjalankan 
pengawasan, bagaimana apabila oknum yang harus melaksanakan kegiatan 
mengawasi ini mendapatkan masalah, bagaimana bertindak apabila terdapat 
penyimpangan, bagaimana bertindak apabila menyelesaikan masalah yang 
terkait dengan penyimpangan, fokus pengawasan juga harus fleksibel mengingat 
kesalahan dilapangan bersifat variatif dan seringkali terdapat dilebih dari satu 
titik.  
Aspek fleksibilitas dapat mempermudah kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
oleh pegawai karena kondisi lapangan memang tidak statis dan menuntut 
mobilitas yang tinggi dengan perbandingan jumlah pegawai dan segala 
kewenangannya yang juga harus memadai. Hal ini mendorong setiap unit kerja 
agar cekatan, inisiatif dan melaksanakan pengawasan secara kontiniu. 
Bapak Komandan regu : 
“Sebenarnya laporan harian cukup mudah dalam hal penyusunannya, 
yang susah itu pelaksanaannya di lapangan karena harus kejar 
target, sedangkan sekarang itu banyak mobil angkutan plat hitam 
yang turut beroperasi mencari penumpang dan mereka itu tidak bayar 
retribusi, hal ini yang harus segera ditindak. Distribusi informasi di unit 
kerja kami juga berjalan lancar dan pengawasan yang ada itu telah 
memberi kemudahan bagi kami untuk mengontrol dan mengendalikan 
pekerjaan kami. Para pegawai pun tidak jarang saling memberi 
informasi dan masukan terhadap rekan-rekan mereka bahkan saling 
membantu dalam mengerjakan tugas masing-masing”. 
 
Bapak Kepala UPTD : 
“ Laporan pengawasan biasanya disampaikan dalam bentuk lisan, 
kalau ternyata perlu ditindak dalam skala yang lebih luas maka UPTD 
akan buatkan laporan untuk Dinas, kalau persoalan fleksibilitasnya itu 
cukup fleksibel, karena kadang pimpinan sendiri yang turun 
dilapangan memantau keadaan, saya juga kalau hendak 
menyampaikan laporan ke Pak Kadin biasanya saya yang datang 
  
langsung, kadang saya memerintahakan kepada staf walaupun tidak 
berasal dari UPTD yang saya bawahi, yang penting jelas dari siapa 
dan untuk apa laporan tersebut. Di kantor ini banyak yang suka 
dengan cara Pak Kadin bekerja dan hubungannya juga baik antar 
sesama pegawai. Para atasan juga tidak canggung untuk turut serta 
melakukan pengendalian terhadap pekerjaan bawahan mereka, 
misalnya terkadang saya sendiri yang harus mengontrol kegiatan 
para staf yang bertugas jaga apabila komandan jaga ada yang 
berhalangan atau bahkan bagian UPTD sebelah yang membantu 
melakukan tugas pengawasan ini. Disini kami saling membantu, 
apalagi banyak diantara kami yang berasal dari rumpun yang sama 
dan itu cukup membantu dalam hal pekerjaan kami”. 
 
  Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses 
kerja yang ada pada UPTD Terminal sudah tergolong fleksibel, hal ini terlihat 
pada proses pengawasan yang diterapkan secara tidak kaku bahkan menurut 
kepala UPTD Terminal bahwa pegawai dari UPTD lain pun terkadang 
membantu mereka agar pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Faktor 
hubungan keakraban antara mereka adalah suatu keuntungan tersendiri 
terhadap pekerjaan yang mereka jalani. 
  Kondisi ini mempermudah mereka dalam menyelesaikan 
pekerjaannya karena mereka saling membantu termasuk dalam hal 
melaksanakan pengawasan namun tidak secara berlebihan. Saling 
mendukung dalm bekerja memang memberi banyak manfaat meskipun 
berada pada unit yang berbeda. 
9. Preskriptif dan Operasional 
Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan 
apa saja yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. 
Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi 
  
itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan 
perbaikan. Informasi yang mengalir memang harus senantiasa dibaca dan 
dipahami secara seksama agar dapat menghasilkan tindakan perbaikan yang 
menyelesaikan persoalan. 
Tindakan perbaikan ini termasuk didalamnya adalah tindakan 
pemberian sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan ketentuan, tindakan 
administratif yang berhubungan dengan kesalahan administratif, tindakan 
pidana apabila pelanggaran yang terjadi merupakan tindakan kriminal, ada 
juga tindakan perbaikan terhadap pelaporan hasil kerja oleh sekertaris atas 
kegiatan operasional apabila terdapat kesalahan, tindakan penertiban kondisi 
dalam terminal yang berhubungan dengan kebersihan, penyewaan kios dan 
penjagaan fasilitas terminal. 
Dengan penafsiran tindakan perbaikan yang tepat, maka kerja unit ini 
akan lebih terarah dan efektif. Maksudnya bahwa dengan sendirinya petugas 
yang ada dapat secara cepat menindak kesalahan tersebut karena mereka 
telah mengerti tentang apa yang harus dilakukan apabila mendapati keadaan 
yang memerlukan penanganan.  
Bapak Komandan regu : 
“ Sudah ada wewenang untuk memperbaiki kesalahan atau 
pelanggaran yang terjadi dilapangan misalnya ada kendaraan 
angkutan yang tidak masuk ke terminal maka akan dilakukan 
pengejaran dan pemeriksaan kelengkapan administrasi”. 
 
Bapak sekertaris UPTD : 
“Apabila terjadi kesalahan dari segi laporan, maka saya akan perbaiki 
karena setiap laporan yang masuk di UPTD akan diperiksa ulang 
agar tidak rancu, apalagi laporan dari kegiatan pemungutan karcis 
  
retribusi, kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan masalah karena 
berhubungan dengan uang”. 
 
Pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan adalah 
metode yang tepat untuk proses kerja di UPTD Terminal karena objek mereka 
bersifat dinamis, sedangkan pengawasan yang berupa laporan ditelaah oleh 
Kasubag / Sekertaris untuk selanjutnya dijadikan laporan kepada Kepala Dinas. 
Pengawasan secara langsung dapat secara dini mengidentifikasi kesalahan 
yang terjadi dan dapat pula segera ditindaki secara tepat.  
10. Diterima Para Anggota Organisasi 
Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota 
organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti 
dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas 
individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. Pemahaman tentang 
peran pengawasan oleh setiap pegawai akan mempermudah aktifitas 
pengawasan itu sendiri, tidak akan ada kendala berarti yang akan dihadapi 
karena setiap level dan individu bersifat terbuka diantara sesama. 
Yang pertama bahwa para pegawai yang ada harus mengerti akan 
peran strategis pengawasan yaitu memberi efek efektifitas dan efisiensi 
terhadap apa yang mereka kerjakan, pengawasan yang dilakukan dengan 
benar dapat meminimalisir kesalahan atau menghasilkan tindakan perbaikan 
yang benar pula. Berikutnya adalah para pegawai seharusnya menerima dan 
menyadari akan pentingya sebuah pengawasan dalam proses kerja mereka 
sehari-hari, bersifat terbuka dan memberi akses yang cukup terhadap proses 
  
pengawasan akan membuat aktifitas ini dapat mencapai sasarannya yaitu 
mendeteksi adanya kesalahan atau penyimpangan dan melahirkan tindakan 
yang dapat menyelesaikan persoalan kerja.  
Jadi, pada poin ini pegawai yang terlibat dalam operasi pengawasan 
harus siap dan menjalankan instrumen-instrumen pengawasan yang telah 
diterapkan seperti absensi pegawai, pengendalian operasional terminal, 
keamanan, ketertiban dan kebersihan terminal, pengendalian terhadap 
pengguna terminal meliputi penyedia jasa angkutan dan penumpang. 
Bapak Kepala Dinas : 
“Pengawasan dimana pun itu adalah proses penting dalam pekerjaan 
sehari-hari, kesalahan seringkali terjadi oleh bawahan dan itu adalah 
tugas atasan untuk membimbing dan meluruskan agar semuanya 
berjalan dengan baik, belum pernah ada yang memprotes atau 
keberatan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh para atasan 
dan saya menganggap bahwa setiap individu di kantor ini paham 
betul akan pentingnya pengawasan”. 
 
Staf : 
“Kami sering diawasi oleh komandan regu ataupun bapak kepala 
UPTD dalam bekerja sehari-hari dan tidak ada masalah mengenai hal 
tersebut. Staf disini kadang membuat kesalahan, mungkin karena 
kurang pengalaman tapi kalau ada kesalahan juga tidak apa-apa 
karena pimpinan disini baik-baik dan mengerti cara membimbing, 
tidak ada masalah kalau kami diawasi oleh atasan”. 
 Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai yang 
bertugas di kantor ini telah mengerti tentang pentingnya pengawasan sebagai salah 
satu rentetan kerja yang harus berjalan secara berkelanjutan dan konsisten demi 
tercapainya tujuan organisasi. Keterbukaan terhadap sistem pengawasan yang ada 
telah memberikan kemudahan terhadap perolehan informasi mengenai hal-hal yang 




A.   Kesimpulan 
 Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah 
penulis lakukan mengenai Analisis Pengawasan Pegawai Pada Dinas Perhubungan 
Kota Parepare dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
Pengawasan yang dila ksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Parepare 
khususnya mengenai pengawasan terhadap pengendalian Terminal Induk Lumpue 
telah cukup baik dari segi metode yaitu pengawasan secara langsung terhadap 
tugas-tugas yang sifatnya operasional, melalui absen terhadap kehadiran pegawai, 
laporan tertulis atas nilai penerimaan retribusi dan laporan lisan terhadap 
penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan. 
Pemberian wewenang atas tindakan perbaikan kepada komandan regu dan petugas 
jaga juga adalah kebijakan yang memberi manfaat kemudahan dalam melaksanakan 
tugas operasional sehari-hari. 
Namun demikian, masih terdapat kelemahan / kekurangan dalam 
pelaksanaan pengawasan di UPTD Terminal dimana fokus para petugas jaga hanya 
dominan pada pos depan tempat pemungutan retribusi yang sebenarnya juga 
adalah melanggar pangaturan terminal. Selain itu, beberapa titik pada wilayah UPTD 
Terminal tidak mendapatkan perhatian dari aktifitas pengawasan, ada pula aktivitas-
aktivitas lain yang digerakkan oleh oknum diluar pihak pegawai / staf terminal. 
  
B.  Saran 
 Sebaiknya Dinas Perhubungan khususnya UPTD Terminal lebih 
memperhatikan tindakan pengawasan pada beberapa titik dari wilayah kerjanya 
yang sebenarnya bisa dijadikan aset untuk menambah nominal pendapatan daerah. 
Terminal Induk ini memiliki halaman parkir dan tempat tunggu penumpang yang 
cukup luas dan masih ada sebanyak 2,5 Ha yang belum difungsikan, penumpang 
maupun pengantar dapat dikenakan tarif untuk` masuk ke area ini seperti yang ada 
pada Terminal Umum Daya Kota Makassar. 
    Komandan regu sebaiknya tidak hanya dominan berada pada pos jaga 
depan untuk mengawasi petugas jaga, menara pengawas semestinya difungsikan 
untuk mendapatkan gmabaran yang lebih luas mengenai realitas operasional 
terminal. Dengan demikian komandan jaga dapat menghasilkan informasi yang lebih 
komperhensif dan riil. 
Pengaturan kendaraan dan penumpang juga perlu diperhatikan agar aktifitas 
terminal lebih terkendali. Dan pihak Dinas Perhubungan juga harus lebih intensif 
bekerja sama dengan unit lalu-lintas kepolisian untuk menindak tegas para 
pengusaha angkutan illegal agar pendapatan daerah yang bersumber dari terminal 
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